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Kata Pengantar

aporan Kinerja instansi Pemerintah [LK]lPj Pengadilan Negeri Tubei Keias ii
Iahun 202* ini disusun sebagai salah satu perv*ujudan akuntabilitas atas

pelaksanaan visi, misi, dan Tupoksi yang dieurtrannya kepada publik, yang

berpedoman pada Insruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerla Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29

Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja cian Pelaporan Kiner;a lnstansi

Pemeriniali. LKiIF ini meniuat peiaporarr kir-rei"ja Pengadiian Negeri ?ubei Keias ii atas

1:encal:ai;n cuipt;tr'suiioi.ttpi-tt penling kegiaiail scsuai Jengan luga.s datt tungsi ['engadilan

|'iegeri Tr,iilei Kelas ii sel;agai Badaii Peradilan Tingkat Pertama yaiig ireiacla tli ha,"'att

Mahkamah Agung Rl. Pencapaian kineria dimaksud akan menentr:kan h:rsiI pencapaian

oLttcame program/oLrtpLrt penting kegiatan \iang dilaksanakan i.init Organisasi Eselon i

Mahkarnah Agung RI, dan seterusnya akan menentukan kinerja atas pencapaian sasararl

strategis,/outeome program yang dilaksa-nakan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan

ciibawahnya, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis [Renstral lvlahkamah Agung Rl

!^L---'lra'l,f 'l:_r'liLdltuil LvLv - LvL'f,

Bebe::apa ilrograrx yat:g teiah diiaksanakar-i n:elalui keg:atan-kegiatan ie i^schut

diilaksudl<an sebagai i:entrik peran sei^ta a.ktif Peiigadilan Negeri 'ii-ii:ei iietras II cialani

rangka mewr:judkan goad gavernan{e. Diharapkan apa }rang telah dicapai Pengadilat: Negeli

Tubei dalam kunin waktu tersebut dapat memberikan kontribusi daiam penvelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan.

Atas nama pimpinan kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh Hakim dan ASN

Pengadilan Negeri Tubei Kelas ll, yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi

irerrgrrdiian iieger-i 'iubei Keias ii, seria semua pihak Szang ielah i:rembantu perry'Ltsuitan

iepor';n ini, semog;,\llah 5',4''l'nielinrpahkan hidayahu5,.l .k*p:rl; kit; sentua. Aantiin.
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L 

Ringkasan Eksekutif 
 
 

aporan  Kinerja  Instansi  Pemerintah  Pengadilan  Negeri  Tubei  Tahun 

2020 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari 

pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tubei  Tahun 2020 – 2024 

dan Rencana Kinerja Tahunan 2020 yang telah ditetapkan melalui 

Penetapan Kinerja Tahun 2020. 

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Tubei Tahun 2020 ini pada hakekatnya merupakan 

kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan 

responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2020. Hal ini mengingat 

pelaporan akuntabilitas kinerja  merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan 

negara dan implementasi berbagai kebijakan   negara yang menitikberatkan pada upaya 

peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (good 

governance), sebagaimana termuat dalam Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang 

ditindaklanjuti dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih 

dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 

 
Seiring dengan upaya merealisasikan good governance, Pengadilan Negeri Tubei 

telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya tujuan 

dan sasaran, serta visi dan misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra 

Pengadilan Pengadilan  Negeri Tubei tahun 2020-2024.  

 

Visi Pengadilan Negeri Tubei mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai 

berikut : 
 

“ TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI TUBEI KELAS II YANG AGUNG “ 

 

 Misi Pengadilan Negeri Tubei adalah sebagai berikut: 

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tubei  

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan 

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tubei  

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Tubei  
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Dalam rangka melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui 

penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan maka dirumuskan 

tujuan yang diharapkan dapat dicapai adalah 

Pertama     : Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi; 
 

Kedua        : Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan; dan 
 

Ketiga        : Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Tubei memenuhi tujuan 

pertama dan kedua tersebut. 

 

Selanjutnya dari tujuan tersebut maka sasaran pertama adalah Terwujudnya Proses 

Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel; Kedua adalah Peningkatan Efektivitas 

Pengelolaan Penyelesaian Perkara; Ketiga adalah Meningkatnya Akses Peradilan bagi 

Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;  Keempat adalah Meningkatnya kepatuhan 

terhadap putusan pengadilan;  

 

Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 14 

indikator kinerja dan 14 target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 

k e e m p a t  sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 

2020 semuanya berhasil dilaksanakan dengan baik 

 

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Tubei Kelas II 

adalah sebesar 100%. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran 

strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut : 

 

Tabel 1 Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Tubei 

PENCAPAIAN KINERJA KESELURUHAN 

No 
 

Sasaran Strategis Capaian ( % ) 

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti. Transparan 
dan Akuntabel 

70,31 % 

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian 
Perkara 

50 % 

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi 

Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan 

66,66 % 

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan 
pengadilan 

203,2  % 
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Tingkat  pencapaian  kinerja  pada Indikator Kinerja Utama I  pada  Tahun  

2020 adalah sebesar 70,31 %. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut 

dirinci dalam tabel berikut : 

Tabel 2 Indikator Kinerja Utama I 

INDIKATOR KINERJA UTAMA I 

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti. Transparan dan Akuntabel 

No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian ( % ) 

a. Persentase sisa perkara yang 
diselesaikan : 

- Perdata 
- Pidana 

100 % 100% 100% 

b. Persentase Perkara: 
- Perdata 
- Pidana 

yang diselesaikan tepat waktu 

85 % 85,81 % 99,05 % 

c. Persentase penurunan sisa 
perkara: 

- Perdata 
- Pidana 

0.2 % 25 % 12,50% 

d. Persentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum: 

- Banding 
- Kasasi 
- PK 

 
90 % 

 
97,12 % 

 
107,91% 

e. Persentase perkara pidana 
yang diselesaikan dengan 
Diversi 

25% 0% 0 % 

f. Indeks responden pencari 
keadilan yang puas terhadap 
layanan peradilan 

78  79,89 102,42 % 

Rata-rata capaian kinerja pada IKU I 70,31 % 
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Tingkat  pencapaian  kinerja  pada  Indikator Kinerja Utama 2 pada  Tahun  

2020  adalah sebesar 50%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci 

dalam tabel berikut : 

Tabel 3 Indikator Kinerja Utama II 

INDIKATOR KINERJA UTAMA II 

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 

No 
 
 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%) 

a. Persentase isi putusan yang 

diterima oleh para pihak 

tepat waktu 

100 % 100 % 100 % 

b. Persentase perkara yang 

diselesaikan melalui mediasi 

10 % 0 % 0% 

c. Persentase berkas perkara 

yang diajukan banding, 

kasasi dan PK secara lengkap 

dan tepat waktu 

100 % 100 % 100 % 

d. Persentase putusan perkara 

yang menarik perhatian 

masyarakat yang dapat 

diakses secara online dalam 

waktu 1 hari setelah diputus. 

100 % 0 % 0 % 

Rata-rata capaian kinerja pada IKU II 50  % 
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Tingkat pencapaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama 3 pada Tahun 2020 

adalah sebesar 66,66%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam 

tabel berikut: 

Tabel 4 Indikator Kinerja Utama III 

INDIKATOR KINERJA UTAMA III 

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan 

No 
 
 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian ( % ) 

a. Persentase perkara prodeo 

yang diselesaikan 

0% 0% 100% 

b. Persentase perkara yang 

diselesaikan diluar gedung 

Pengadilan 

0% 0% 100% 

c. Persentase pencari keadilan 

golongan tertentu yang 

mendapat layanan bantuan 

hukum (Posbakum) 

100% 0% 0% 

Rata-rata capaian kinerja pada IKU3 66,66 % 

 

Tingkat  pencapaian  kinerja  pada  Indikator Kinerja Utama 4 pada  Tahun  2020  

adalah sebesar 203,2 %. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam 

tabel berikut : 

 
Tabel 5 Indikator Kinerja Utama III 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 4 

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan 

No 
 
 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (% ) 

a. Persentase putusan perkara 

perdata yang ditindaklanjuti 

(dieksekusi) 

50 % 101,46 % 203,2 % 

Rata-rata capaian kinerja pada IKU 4 203,2  % 
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Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2020 DIPA 01:  
Rp.3.337.845.000,- 
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2020 DIPA 01:  
Rp.3.159.653.801,- 

 
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2020 DIPA 03:  
Rp.41.800.000,- 
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2020 DIPA 03:  
Rp.40.750.500,- 
 

 
Melalui  LKjIP  Pengadilan Negeri Tubei Kelas II  Tahun  2020  ini  dapat  

menjadi  bahan perbaikan kinerja kegiatan dan sasaran untuk tahun selanjutnya 

sesuai dengan tujuan Renstra Pengadilan Negeri Tubei Tahun 2020- 2024. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
 

 

A. Latar Belakang 

 
 

engadilan Negeri Tubei Kelas II merupakan lingkungan peradilan umum 

di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman 

yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakan hukum dan keadilan, dengan tugas   pokok   menerima,  memeriksa,  

memutuskan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama. 

 
Oleh  sebab  itu  setiap  Hakim  harus  memegang  prinsip  dalam  

mengadili  agar  tidak terjadi kesewenang-wenangan diantaranya : 

1. Harus mengandung tujuan yang tidak bertentangan dengan asas hukum 

umum, terutama asas keadilan. 

2. Harus   dapat   menunjukan   penerapan   hukum   yang   ada   tanpa   suatu   

diskresi,   akan menimbulkan  pertentangan  secara  nyata  dengan  rasa  

keadilan,  terutama  rasa  keadilan pencari keadilan. 

3. Tidak boleh menciderai asas dan norma konstitusi (batas yang tidak dapat  

dilampaui). 

4. Tidak boleh mencederai hak-hak asasi pencari keadilan. 

5. Walaupun  ada  diskresi, putusan  Hakim  harus  semata-mata  didasarkan  

pada  fakta  yang ditemukan dipersidangan dan tetap memutus menurut 

hukum. 

 
Mengingat luas lingkup tugas dan beratnya beban pekerjaan yang harus 

dilaksanakan oleh pengadilan, maka dalam hal penyelenggaraan administrasi 

pengadilan oleh undang-undang dibedakan menurut jenisnya kedalam 

administrasi kepaniteraan dan administrasi kesekretariatan, hal mana 

dimaksudkan selain menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan 

administrasi juga akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan. 
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Selain  hal  diatas  sesuai  dengan  arah  dan  kebijakan  Mahkamah  

Agung  RI  dengan  agenda pembaharuannya , maka di Pengadilan Negeri Tubei 

program prioritas antara lain : 

1. Program Keterbukaan Informasi 
 

Dengan ada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI  Nomor : 

144/KMA/SK/VII/2007 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

: 144/KMA/SK/I/2011, maka pada Pengadilan Negeri Tubei sudah memiliki 

Website dengan alamat www.pn-tubei.go.id. Selain itu pada Pengadilan Negeri 

Tubei juga ditunjang dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 

4.0.1 

2. Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan Transparan 
 

Pada program ini, Pengadilan Negeri Tubei telah menyediakan meja informasi 

dan meja pengaduan meskipun sarananya masih terbatas, yang berada dibawah 

tanggung jawab Kepaniteraan Hukum. Pengadilan Negeri Tubei juga telah 

memberlakukan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).  

 

 

B. Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Tubei 

 
 
 
 

 engadilan Negeri Tubei didirikan pada tahun 2009 dan diresmikan 

pemakaian gedungnya pada tahun 2012. Pengadilan Negeri Tubei 

adalah Pengadilan tingkat pertama  yang  memiliki  wilayah hukum 

di Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu. 

 
1. Tugas Pengadilan Negeri Tubei 

Pengadilan Negeri Tubei adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang  

bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di 

wilayah hukum Kabupaten Lebong berasaskan Pancasila dan UUD 1945, serta 

mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta 

menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang 

diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam 

pelaksanaan tugasnya, Pengadilan Negeri Tubei terlepas dari pengaruh 

http://www.pn-tubei.go.id/
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pemerintah dan pengaruh luar lain sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 

tentang kekuasaan Kehakiman. 

2. Fungsi Pengadilan Negeri Tubei 

Dalam  melaksanakan  tugas  tersebut Pengadilan Negeri Tubei 

menyelenggarakan fungsi utama yaitu: 

1) Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004). 

a. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara. 

b. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke 

tingkat Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK). 

c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang  telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap. 
 

2) Fungsi Nasehat. 
a. Pengadilan  Negeri  dapat  memberi  nasehat  atau  pertimbangan-

pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah 

daerah dan lembaga lain yang meminta (Undang-Undang No. 5 tahun 

2004). 

b. Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada 

dirutan/lembaga pemasyarakatan di wilayah hukumnya. 

3) Fungsi Administratif. 

Pengadilan  Negeri  menyelenggarakan  administrasi  umum, keuangan  dan  

kepegawaian  serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok 

teknis peradilan dan administrasi peradilan. 

4) Fungsi lain. 

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus 

perkara berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan No. 5 tahun 

2004, Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 



 

 

 

C. Struktur Organisasi 
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Berdasarkan bagan struktur organisasi diatas, dijelaskan bahwa 

Pengadilan Negeri Tubei oleh seorang Ketua Pengadilan yang membawahi 

seluruh unit kerjanya. Hakim mempunyai garis koordinasi dengan Ketua 

Pengadilan. Dibawah struktur jabatan Ketua terdapat jabatan Wakil Ketua. 

Panitera dan Sekretaris yang berada dibawah Ketua dan Wakil Ketua. Panitera 

dan Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh dua bagian yaitu 

fungsional dan struktural. Pada bagian fungsional terdapat tiga orang Panitera 

Muda yaitu Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda  

Hukum. Sedangkan bagian struktural terdapat tiga orang Kepala sub bagian yaitu 

Kasubbag Umum dan Keuangan, Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata 

Laksana, dan Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan, yang masing-masing 

membawahi staf.  

Uraian  tugas  dan  fungsi  Pengadilan  Negeri Tubei sesuai  struktur  

organisasi Pengadilan Negeri Tubei adalah sebagai berikut :  

 
1. Ketua adalah membina, mengkoordinasi dan memimpin penyelenggaraan 

tugas bidang teknis dan administrasi pengadilan (administrasi perkara dan 

kesekretariatan). 

2. Wakil Ketua adalah melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan 

melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya. 

3. Hakim adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan 

mengadili berkas perkara yang  diberikan padanya  kemudian dalam  hal  

Pengadilan Negeri Tubei melakukan pemeriksaan tambahan untuk 

mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab 

atas pembuatan  dan  kebenaran  berita  acara  persidangan  serta  

menandatanganinya, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim 

wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, 

melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana 

tertentu yang ditugaskan kepadanya. 

4. Panitera adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya 

sidang Pengadilan, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, 

putusan, dokumen, buku daftar, biaya perkara, dan surat-surat lainnya 

disimpan di Kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara, 
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mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti, 

membuat  daftar  semua  perkara  yang  diterima  di  Kepaniteraan,  

mengeluarkan  salinan putusan, menerima dan mengirimkan berkas perkara 

dan melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan 

oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan, sebagai 

Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi Umum 

Pengadilan. 

5. Panitera Muda Perdata adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan 

mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, 

mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang 

masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara 

perdata, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di 

Kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar 

disertai catatan singkat tentang isinya, menyerahkan salinan Putusan kepada 

para pihak yang berperkara bila memintanya, menyiapkan berkas perkara 

yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali dan 

menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum. 

6. Panitera Muda Pidana adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan 

mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, 

mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang 

masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara 

pidana, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di 

Kepaniteraan serta memberi nomor register pada setiap perkara dengan 

acara singkat yang telah diputus Hakim atau diundurkan hari 

persidangannya dan mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku 

register, disertai catatan singkat tentang isinya, atau menyerahkan salinan 

putusan kepada Jaksa, Terdakwa atau Kuasanya serta Lembaga 

Pemasyarakatan apabila Terdakwa ditahan, menyiapkan berkas perkara 

yang dimohon banding, kasasi atau peninjauan kembali, permohonan grasi  

dan  menyerahkan perkara kepada Panitera Muda Hukum. 

7. Panitera Muda Hukum adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan 

mencatat jalannya sidang di pengadilan, mengumpul, mengolah dan 

mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun  laporan  perkara,  



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI TUBEI 2020 

 

[Type text ]  [Type text ]  [Type text ]  

menyimpan  arsip  berkas  perkara,    dan  tugas  lainnya  yang diberikan  

berdasarkan  peraturan  perundang-undangan dan  mengolah  dan  

mengkaji hasil evaluasi dan menyimpan barang-barang bukti yang 

diserahkan Jaksa. 

8. Sekretaris adalah melaksanakan sebagian tugas Ketua dalam pengurusan 

surat-surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi Kepegawaian, 

Umum dan Keuangan, Perencanaan dan pengembangan Teknologi Informasi 

di Pengadilan Negeri Tubei.  

9. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana adalah 

melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola dan membina administrasi 

Kepegawaian di Pengadilan Negeri Tubei, dan pegawaian berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tugas-tugas 

menangani keluar masuknya pegawai, menangani pensiun pegawai, 

menangani kenaikan pangkat pegawai, menangani mutasi pegawai, 

menangani tanda kehormatan dan menangani usulan/ promosi jabatan, dll. 

10. Kasubbag Umum dan Keuangan adalah melaksanakan sebagian tugas di 

bidang Pengelolaan dan Pembinaan Keuangan di lingkungan Pengadilan 

Negeri Tubei serta perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan 

keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain 

itu juga mempunyai tugas membina dan melaksanakan Urusan Tata Usaha, 

dan Kearsipan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku 

dan memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan, menangani 

surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara. 

11. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai 

tugas di bidang Perencanaan dan pelaporan serta hal-hal yang berkaitan 

dengan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. 
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P 

P 
D. Isu Strategis 

 
 
 

ermasalahan-permasalahan yang  dihadapi  Kantor  Pengadilan Negeri 

Tubei dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut : 

1. Mutasi atau Promosi staf ke luar Pengadilan Negeri Tubei tidak 

diimbangi dengan mutasi staf ke Pengadilan Negeri Tubei. 

2. Tenaga  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) ,  khususnya  menyangkut  

pegawai/staf  yang berkaitan dengan IT masih kurang,  sehingga 

untuk  penyelesaian tugas-tugas berkaitan dengan IT menggunakan 

tenaga honorer.  

3. Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Tubei khususnya 

menyangkut Belanja Modal seperti Penambahan pengadaan 

perangkat IT, pengadaan genset serta belum adanya anggaran untuk 

renovasi gedung kantor yang belum memenuhi Prototype 

Pengadilan. 

 

E. Sistematika Penyajian 
 

 
 
 

ada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini 

mengkomunikasikan pencapaian kinerja  Pengadilan Negeri  Tubei 

selama  tahun  2020.  Capaian  kinerja  2020 tersebut diperbandingkan 

dengan Penetapan Kinerja (permormance agreement) 2020 sebagai 

tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. 

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan 

diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan 

kinerja dimasa mendatang. Dengan demikian sistematikan penyajian Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Tubei Tahun 2020 adalah 

sebagai berikut : 
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KATA 
PENGANTAR 
DAFTAR ISI 
IKHTISAR EKSEKUTIF(EXECUTIVE SUMMARY) 
Bab I        PENDAHULUAN 

 

Menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Negeri Tubei  dan 

tentang LKjIP, yang berisikan antara lain : 

a. Latar Belakang (Gambaran Umum dan Permasalahan Utama) 
 

b. Tugas dan Fungsi 
 

c. Struktur Organisasi pada Pengadilan  

d. Sistematika Penyajian. 

 

 
Bab II       PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

 

Menguraikan ringkasan/iktisar Perjanjian kinerja tahun berjalan dan penetapan 
kinerja Pengadilan yang berisikan antara lain : 
a. Rencana Strategis 2020– 2024 

 

1. Visi dan Misi, 
2. Tujuan dan Sasaran Strategis,  
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok 

 

b. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Penetapan Kinerja Tahun 2020. 
 

 
Bab III       AKUNTABILITAS KINERJA 

 

Menguraikan tentang capaian Kinerja Pengadilan Negeri Tubei yang terdiri dari : 
 

A. Capaian Kinerja Organisasi 
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan 
kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja 
organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan 
analisis capaian kinerja sebagai berikut : 
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan 

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target 

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis 
organisasi; 

4. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan/penurunan 
kinerja serta alternative solusi yang dilakukan; 

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja; 
 

B. Realisasi Anggaran 
Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk 
mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. 

 

 
Bab IV      PENUTUP 

 

yang terdiri dari : 
a. Kesimpulan  
b. Saran-saran 

 
 

 
LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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berisi antara lain : 
 

1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tubei 
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) 
3. Rencana Kinerja Tahun 2020 
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 
5. Matriks Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 
6. Pengukuran Kinerja Tahun 2020 
7. Pernyataan Telah di reviu 
8. Checklist Reviu 
9. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah (LKjIP)
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R 

BAB II 
PERENCANAAN KINERJA 
 
 

 

A. Perencanaan  Strategis 2020 – 2024 

 
 
 

encana strategis Pengadilan Negeri Tubei Kelas II 2020-2024 pada 

hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya 

terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara 

pencapaiannya melalui penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan  

dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan terkait penyelesaian perkara agar tercapai 

proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, peningkatan efektivitas pengelolaan 

penyelesaian perkara,  peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan 

terpinggirkan serta peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.  

 Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan 

tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi 

merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan 

dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. 

 Rencana strategis Pengadilan Negeri Tubei, merupakan gambaran dari kinerja 

lembaga  badan  peradilan  yang  lingkup  dalam  kurun  waktu tahun  2020 – 2024 

merupakan  suatu  proses yang berorientasi pada hasil yang  ingin  dicapai  sebagai  sarana 

atau proses untuk  tercapainya Visi dan Misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan oleh 

organisasi, yang dapat dijabarkan menjadi: 

1. Visi Pengadilan Negeri Tubei 

  Visi Pengadilan Negeri Tubei Kelas II akan menjadi pandangan dan arah ke 

depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai 

sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 tahun ke depan dan telah ditetapkan 

dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035. 
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Visi Pengadilan Negeri Tubei Kelas II mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI  adalah 

sebagai berikut : 
 
“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI TUBEI KELAS II YANG AGUNG” 

 
Visi dimaksud bermakna sebagai berikut : 

 

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 

guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang 

merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil. 

 

2. Misi Pengadilan Negeri Tubei 

  Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan 

fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna 

menegakkan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang  Undang 

Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi. 

   Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Pengadilan Negeri Tubei 

Kelas II, yaitu : 
 

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tubei. 

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Tubei. 

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Tubei. 

Penjelasan ketiga misi ini, dalam rangka memastikan “Terwujudnya Badan 

Peradilan Indonesia yang Agung” adalah sebagai berikut: 

 Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Tubei Kelas II 

  Pengadilan Negeri Tubei Kelas II adalah lembaga yang mandiri dan 

harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman. 

Kemandirian ini juga dimaksudkan para Hakim Pengadilan Negeri Tubei dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya dalam memutus perkara harus berdasarkan 

pada fakta dan dasar hukum yang diketahuinya, serta bebas dari pengaruh, 

tekanan atau ancaman, baik langsung atau tidak langsung, dari manapun dan 

dengan alasan apapun juga.  
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 Memberikan pelayanan yang berkeadilan kepada pencari keadilan 

  Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi pemberian 

pelayanan yang dilakukan Pengadilan Negeri Tubei Kelas II adalah dengan 

mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. 

Oleh karena itu adalah keharusan bagi Pengadilan Negeri Tubei Kelas II untuk 

meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang 

adil. 

 Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Tubei Kelas II 

  Kepemimpinan yang kuat merupakan faktor penting bagi optimalisasi 

efektivitas organisasi. Kepemimpinan berkaitan dengan hal-hal untuk mengatasi 

perubahan. Pemimpin menetapkan arah dengan mengembangkan suatu visi 

terhadap masa depan dan mengkomunikasikannya kepada setiap orang dan 

mengilhami orang-orang tersebut dalam menghadapi segala rintangan. 

Pemimpin harus mempunyai kemampuan memberi inspirasi bersama, yaitu 

memberikan gambaran ke masa depan dan membantu orang lain. Pempimpin 

juga harus mempunyai kemampuan membuat model pemecahan, yaitu memberi 

keteladanan. Kempimpinan di Pengadilan Negeri Tubei Kelas II harus dapat  

mempengaruhi bawahan agar terbentuk kerjasama dalam kelompok untuk 

mencapai tujuan organisasi. 

 Meningkatkan Kredibilitas dan Tranparansi Pengadilan Negeri Tubei Kelas II 

  Kredibilitas adalah keadaan/kondisi yang dapat dipercaya dan bisa 

dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya. Sementara transparansi adalah 

sesuatu hal yang tidak maksud tersembunyi di dalamnya, disertai dengan 

ketersediaan informasi yang lengkap yang diperlukan untuk kolaborasi, 

kerjasama dan pengambilan keputusan kolektif. Kredibilitas akan mendekatkan 

dengan integritas dan akuntabilitas. Pengadilan Negeri Tubei Kelas II dari waktu 

ke waktu selalu berupaya untuk meningkatkan kredibilitas dan transparansi 

organisasi dalam mendapatkan kepercayaan publik.  
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3. Tujuan Pengadilan Negeri Tubei 

  Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Tubei Kelas II seperti 

yang telah dikemukakan di atas, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke 

dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis 

organisasi. 

  Tujuan  strategis  merupakan  penjabaran  atau  implementasi  dari  

pernyataan  misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) 

sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Negeri Tubei Kelas II berusaha mengidentifikasi 

apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya 

dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber 

daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini 

juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Tubei Kelas II untuk mengukur sejauh 

mana visi dan misi telah dicapai. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui 

proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel; 

2. Terwujudnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara; 

3. Terwujudnya   peningkatan   akses   peradilan   bagi   masyarakat   miskin   

dan terpinggirkan; 

4. Terwujudnya peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan; 

4. Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Tubei 

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan 

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 

sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri 

Tubei adalah sebagai berikut :  

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel 

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. 

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. 

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 
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5. Program Utama dan Kegiatan 

Program Utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya 

suatu kegiatan. 

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau 

beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu 

program. 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Tubei, 

perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan 

tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun 

program dan kegiatan Pengadilan Negeri Tubei mengacu pada Mahkamah Agung RI 

adalah sebagai berikut :  

 

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 

Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Program dan Kegiatan 

tersebut untuk mencapai sasaran strategis: 

a. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel. 

b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. 

c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. 

d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran 

strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan sasaran dan indikator kinerja utama 

digambarkan pada tabel berikut  : 

Tabel 6 Indikator Kinerja Utama 

No. Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja 

1. Terwujudnya 
kepercayaan masyarakat 
terhadap sistem peradilan 
melalui proses peradilan 
yang pasti, transparan dan 
akuntabel; 
 

Terwujudnya Proses 
Peradilan Yang Pasti, 
Transparan Dan 
Akuntabel 

Persentase sisa perkara 
yang diselesaikan: 

 Pidana 
 Perdata Pidana 

Persentase perkara 
yang diselesaikan 
tepat waktu: 

 Pidana 

 Perdata 
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Persentase penurunan sisa perkara: 

 Pidana 

 Perdata 
 
 
Persentase Perkara Yang Tidak 
Mengajukan Upaya Hukum: 
 Banding 
 Kasasi 
 PK 

Persentase perkara 
pidana anak yg 
diselesaikan secara 
diversi 

Index responden pencari keadilan 
yang puas terhadap layanan 
peradilan 

2. Terwujudnya efektivitas 
pengelolaan 
penyelesaian perkara; 
 

Peningkatan Efektifitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian Perkara 

Persentase isi putusan yang 
diterima oleh para pihak tepat 
waktu 

Persentase perkara yang 
diselesaikan melalui mediasi 

Persentase berkas 
perkara yang diajukan 
banding, kasasi dan PK 
secara lengkap dan tepat 
waktu 

Persentase putusan 
perkara yang menarik 
perhatian masyarakat 
yang dapat diakses secara 
online dalam waktu 1 hari 
setelah putus 

3. Terwujudnya   
peningkatan   akses   
peradilan   bagi   
masyarakat   miskin   
dan terpinggirkan; 
 

Meningkatnya Akses 
Peradilan Bagi 
Masyarakat Miskin Dan 
Terpinggirkan 

Persentase perkara prodeo 
yang diselesaikan 

Persentase perkara yang 
diselesaikan di luar gedung 
Pengadilan. 

Persentase pencari keadilan 
golongan tertentu yg mendapat 
layanan bantuan hukum 
(Posbakum) 

4. Terwujudnya 
peningkatan kepatuhan 
terhadap putusan 
pengadilan; 
 

Meningkatnya 
kepatuhan terhadap 
putusan pengadilan . 

Persentase putusan perkara 
perdata yang ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 
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R 

B. Rencana Kinerja Tahun 2020 

 
 

encana Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Negeri Tubei memuat angka target 

Perjanjian kinerja tahun 2020 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada   

tingkat   sasaran   dan  kegiatan.  Angka  target  kinerja  ini  akan  menjadi  

komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2020. Selain itu, dokumen 

Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja 

yang akan diwujudkan oleh organisasi (performance agreement) atau lebih dikenal 

sebagai Penetapan Kinerja. 

Tabel 7 Rencana kinerja Tahun 2020 

NO SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR 
KEGIATAN 

TARGET ANGGARAN  
/Rp 

1. Terwujudnya 
Proses 
Peradilan yang 
Pasti, 
Transparan 
dan Akuntabel 

a) Persentase sisa 
perkara yang 
diselesaikan : 
- Perdata 
- Pidana 

100% Program 
Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 
Umum 

Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 
Umum 

Penyelesaian 
Perkara 
Pidana di 
Tingkat 
Pertama dan 
Banding 
yang Tepat 
Waktu 

100% 66.505.000 

b) Persentase 
perkara : 
- Perdata 
- Pidana 
yang diselesaikan 
tepat waktu 

85% 85% 

c) Persentase 
penurunan sisa 
perkara : 
- Perdata 
- Pidana 

0,2 % 0,2% 

d) Persentase 
perkara yang 
Tidak Mengajukan 
Upaya Hukum : 
- Banding 
- Kasasi 
- PK 

90% 90% 

e) Persentase 
Perkara Pidana 
Anak yang 
Diselesaikan 
dengan Diversi 

25% 25% 

f) Index responden 
pencari keadilan 
yang puas 
terhadap layanan 
peradilan 

78% 78% 

2. Peningkatan 
Efektivitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian 
Perkara 

a) Persentase Isi 
Putusan Yang 
Diterima Oleh 
para pihak Tepat 
Waktu 

100% Program 
Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 
Umum 

Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 
Umum 

Penyelesaian 
Perkara 
Pidana di 
Tingkat 
Pertama dan 

100% 41.005.000 
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 b) Persentase 
Perkara yang 
Diselesaikan 
melalui Mediasi 

10% Banding 
yang Tepat 
Waktu 

10% 0 

c) Persentase berkas 
perkara yang 
diajukan Banding, 
Kasasi dan PK 
secara lengkap 
dan tepat waktu 

100 % 100% 860.000 

d) Persentase 
putusan perkara 
yang menarik 
perhatian 
masyarakat yang 
dapat diakses 
secara online 
dalam waktu 1 
hari setelah 
diputus  

100% 100 % 0 

3. Meningkatnya 
Akses 
Peradilan bagi 
Masyarakat 
Miskin dan 
Terpinggirkan 

a) Persentase 
perkara prodeo 
yang 
diselesaikan. 

0% Program 
Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 
Umum 

Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 
Umum 

Penyelesaian 
Perkara 
Melalui 
Pembebasan 
Biaya 
Perkara 

0% 600.000 

b) Persentase 
Perkara yang 
diselesaikan di 
luar Gedung 
Pengadilan 

0% 0% 0 

c) Persentase 
Pencari Keadilan 
Golongan 
Tertentu yang 
Mendapat 
Layanan bantuan 
Hukum 
(Posbakum) 

 
 

100% Pos Bantuan 
Hukum 

100% 24.000.000 

4. Meningkatnya 
kepatuhan 
terhadap 
putusan 
pengadilan. 

a) Persentase 
Putusan Perkara 
Perdata yang 
Ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

50% Program 
Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 
Umum 

Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 
Umum 

Penyelesaian 
Perkara 
Melalui 
Pembebasan 
Biaya 
Perkara 

50% 10.000 
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P 
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

 
 

erjanjian kinerja Pengadilan Negeri Tubei Tahun 2020 merupakan tolak 

ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2020. Perjanjian 

Kinerja disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2020 yang disusun 

pada awal tahun 2020. 

Tabel 8 Perjanjian Kinerja Tahun 2020 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

1. Terwujudnya Proses Peradilan 
yang Pasti, Transparan dan 
Akuntabel 

a. Persentase sisa perkara yang 
diselesaikan : 
- Perdata 
- Pidana 

100% 

b. Persentase perkara : 
- Perdata 
- Pidana 
Yang diselesaikan tepat waktu 

85% 

c. Persentase penurunan sisa perkara : 
- Perdata 
- Pidana 

0,2% 

d. Persentase perkara yang Tidak 
Mengajukan Upaya Hukum : 
- Banding 
- Kasasi 
- PK 

 
90% 

e. Persentase Perkara Pidana Anak yang 
Diselesaikan dengan Diversi 

25 % 

f. Index responden pencari keadilan yang 
puas terhadap layanan peradilan 

78 % 

2. Peningkatan Efektivitas 
Pengelolaan Penyelesaian Perkara 
 

a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima 
Oleh para pihak Tepat Waktu 

100% 

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan 
melalui Mediasi 

10% 

c. Persentase berkas perkara yang 
diajukan Banding, Kasasi dan PK secara 
lengkap dan tepat waktu 

100% 

d. Persentase putusan perkara yang 
menarik perhatian masyarakat yang 
dapat diakses secara online dalam 
waktu 1 hari setelah diputus  

100% 

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi 
Masyarakat Miskin dan 
Terpinggirkan 

a. Persentase perkara prodeo yang 
diselesaikan. 

0% 

b. Persentase Perkara yang diselesaikan di 
luar Gedung Pengadilan 

0% 

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan 
Tertentu yang Mendapat Layanan 
bantuan Hukum (Posbakum) 

100% 

4. Meningkatnya kepatuhan 
terhadap putusan pengadilan. 

Persentase Putusan Perkara Perdata yang 
Ditindaklanjuti (dieksekusi) 

50% 
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L 

BAB III 
AKUNTABILITAS KINERJA 
 

 

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2020 

 

 
aporan Kinerja  adalah  gambaran  mengenai  tingkat  pencapaian 

pelaksanaan suatu pekerjaan yang tertuang dalam perumusan perencanaan 

strategis suatu organisasi. 

 Pengukuran Kinerja kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi adalah proses sistematis dan 

berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan 

sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja 

merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang  telah dicapai 

dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja 

tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, 

melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja 

organisasi. 

 
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Tubei tahun 2020, 

dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi pencapaian indikator 

kinerja dengan target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang 

telah ditetapkan tercapai atau tidak. 

 

         
         

      
         

 
 

Secara  umum  terdapat  beberapa  keberhasilan  pencapaian  target  kinerja,  

namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 

2020 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut 

diuraikan dalam tabel Hasil Pengukuran Kinerja berikut ini. 
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Tabel 9 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2020 

No. Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian 
( % ) 

1. Terwujudnya 
Proses Peradilan 
yang Pasti. 
Transparan dan 
Akuntabel 

a. Persentase sisa perkara 
yang diselesaikan : 
- Perdata 
- Pidana 

100 % 100% 100% 

b. Persentase Perkara: 
- Perdata 
- Pidana 
yang diselesaikan tepat 
waktu 

85 % 85,81 % 99,05 % 

c. Persentase penurunan 
sisa perkara: 
- Perdata 
- Pidana 

0.2 % 25 % 12,50% 

d. Persentase perkara 
yang tidak mengajukan 
upaya hukum: 
- Banding 
- Kasasi 
- PK 

 
90 % 

 
97,12 % 

 
107,91% 

e. Persentase perkara 
pidana yang 
diselesaikan dengan 
Diversi 

25% 0% 0 % 

f. Indeks responden 
pencari keadilan yang 
puas terhadap layanan 
peradilan 

78 79,89 102,42 % 

2. Peningkatan 
Efektivitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian 
Perkara 

a. Persentase isi putusan 

yang diterima oleh 

para pihak tepat waktu 
100 % 100 % 100 % 

b. Persentase perkara 

yang diselesaikan 

melalui mediasi 
10 % 0 % 0% 
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c. Persentase berkas 

perkara yang 

diajukan banding, 

kasasi dan PK secara 

lengkap dan tepat 

waktu  

100 % 100 % 100 % 

d. Persentase putusan 

perkara yang 

menarik perhatian 

masyarakat yang 

dapat diakses secara 

online dalam waktu 1 

hari setelah diputus  

100 % 0 % 0 % 

3. Meningkatnya 

Akses Peradilan 

bagi Masyarakat 

Miskin dan 

Terpinggirkan 

a. Persentase perkara 

prodeo yang 

diselesaikan 

0% 0% 100% 

b. Persentase perkara 

yang diselesaikan 

diluar gedung 

Pengadilan 

0% 0% 100% 

c. Persentase pencari 

keadilan golongan 

tertentu yang 

mendapat layanan 

bantuan hukum 

(Posbakum) 

100% 0% 0% 

4. Meningkatnya 

kepatuhan 

terhadap putusan 

pengadilan 

Persentase putusan 

perkara perdata yang 

ditindaklanjuti 

(dieksekusi) 

50 % 101,46 % 203,2 % 

 

Dari hasil pengukuran kinerja diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 

2020 secara umum Pengadilan Negeri Tubei dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian 

sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.  
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Adapun analisis hasil capaian kinerja Pengadilan Pengadilan Negeri Tubei 

Tahun 2020 sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut : 

 
1. Indikator Kinerja Utama 1 

 
“Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti. Transparan dan Akuntabel” 

 
Sasaran indikator Kinerja Utama “Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, 

Transparan dan Akuntabel” adalah sasaran yang harus dicapai dalam rangka 

memenuhi tugas dan fungsi pengadilan yang berorientasi pada pelayanan peradilan 

yang prima. Sasaran peningkatan penyelesaian perkara tahun ini untuk mengukur 

peningkatan proses penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

 
Peningkatan penyelesaian perkara ini diukur berdasarkan 6 (enam) indikator 

kinerja yang telah ditargetkan dengan realisasi kinerja Pengadilan Negeri Tubei 

tahun 2020 yang tercantum dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 10 IKU 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti. Transparan dan Akuntabel 

No. Indikator Kinerja 
Realisasi 

Target 
2020 

Capaian 
2020 2016 2017 2020 

a. Persentase sisa 
perkara yang 
diselesaikan 

100% 100% 100% 100 % 100% 

b. Persentase perkara yang 
diselesaikan tepat waktu 

 
86,96% 84,16% 85,81 % 85 % 99,05 % 

c. Persentase penurunan 
sisa perkara 66,67% -333,33% 25 % 0.2 % 12,50% 

d. Persentase perkara yang 
tidak mengajukan upaya 
hukum Banding, Kasasi, 
PK 

98,88% 97,73% 
 

97,12 % 
90 % 

 
107,91% 

e. Persentase perkara 
pidana yang diselesaikan 
dengan Diversi 0% 0% 0% 25 % 0 % 

f. Indeks responden 
pencari keadilan yang 
puas terhadap layanan 
peradilan 

72% 74% 79,89 78% 102,42 % 
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Keenam sasaran indikator kinerja ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan 

kepuasan masyarakat pencari keadilan dalam rangka mendapatkan  peradilan yang pasti, 

transparan dan akuntabel.  

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini 

adalah sebagai berikut: 

1.a Persentase sisa perkara yang diselesaikan 

 
Tabel 11 IKU Sasaran Strategi “a” 

NO INDIKATOR KINERJA TARGET 

2020 

REALISASI 

2020 

CAPAIAN 

2020 (%) 

REALISASI 

2019 (%) 

A Persentase sisa perkara 
yang diselesaikan 

100 % 100 % 100 % 100 % 

 
Rumus IKU :  
 

 

Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya  

 

Penetapan indikator ini untuk melihat apakah ada sisa perkara yang sudah 

setahun masih belum diselesaikan. Indikator ini penting untuk menilai apakah ada 

perkara yang memang belum selesai melebihi jangka waktu satu tahun, sehingga 

dapat dicari tahu penyebab lamanya perkara tersebut diselesaikan serta dapat 

dicarikan solusi penyelesaiannya. 

Indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah alat ukur 

penyelesaian sisa perkara tahun 2019, yang harus diselesaikan pada tahun 2020, 

Pengadilan Negeri Tubei menargetkan bahwa seluruh sisa perkara yang masuk di 

akhir tahun 2019 harus sudah selesai di tahun 2020. 

 
Tabel 12 Keadaan Sisa Perkara Pengadilan Negeri Tubei Tahun 2020 

NO Perkara Sisa Putus 

1 Perkara Perdata 1 1 

2 Perkara Pidana 7 7 

 

Menurut data pada Tabel diatas sisa perkara pada tahun 2019 adalah 

sebanyak 1 perkara untuk perkara Perdata dan 7 perkara untuk perkara Pidana. 

Catatan : 

                                     

                                            
 x 100% 
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Seluruh sisa perkara tahun 2019, baik Pidana maupun Perdata semuanya telah 

berhasil diselesaikan ditahun 2020 (100%). Rumus IKU yang didapat : 

  
 

  
             

Pencapaian persentase sisa perkara yang diselesaikan ditunjukkan dalam 

grafik dibawah ini : 

 

 
Grafik 1 Persentase sisa perkara yang diselesaikan 

 

Pengadilan Negeri Tubei di tahun 2020 telah menetapkan target penyelesaian 

sisa perkara tahun sebelumnya yaitu tahun sebesar 100% dan realisasi persentase 

sisa perkara yang berhasil diselesaikan pada tahun 2020 adalah sebesar 100 %, yang 

berarti capaian indikator ini tercapai sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi tercapai sesuai dengan target yang 

ditentukan untuk tahun 2020.  

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2018 dan tahun 2019, 

realisasi yang dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100%, dan semua 

sisa perkara yang ada terselesaikan dengan baik.  

Pada Renstra tahun 2020 – 2024, untuk jangka menengah target yang 

ditentukan adalah sebesar 100 %, dan dalam 3 tahun berturut-turut target yang 

ditetapkan sudah terealisasi 100 %.  

Pencapaian target tersebut berhasil dicapai karena untuk setiap sisa perkara 

yang ada, selalu ditargetkan harus selesai pada tahun berjalan dan diusahakan 
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penyelesaiannya dilakukan dibawah 5 bulan. Dan untuk tahun berikutnya, akan 

selalu diusahakan penyelesaiannya selesai pada tahun berjalan agar target jangka 

menengah yang ditentukan tercapai.  Hal pencapaian target tersebut tidak terlepas 

dari penggunaan sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Negeri Tubei yang 

menunjang keberhasilan pencapaian target. 

Berdasarkan data dan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 

2020, indikator kinerja utama untuk indikator kinerja “persentase sisa perkara yang 

diselesaikan“ tercapai sesuai target yaitu 100% dengan capaian 100%. 

 

1.b Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 

Tabel 13 IKU Sasaran Strategi “b” 

NO INDIKATOR KINERJA Perkara Yang 
Diselesaikan 

Tahun Berjalan 

Jumlah 
Perkara 

Yang Ada 

Target 
2020 

Realisasi 
2020 

Capaian 
2020 (%) 

b Persentase perkara yang 

diselesaikan tepat waktu 

- Perdata 

- Pidana 

 
 

30 
85 

 
 

30 
118 

 
 

85 % 
85 % 

 
 

100 % 
72,03 % 

 
 

117,65 % 

84,74 % 

Total 115 148 85 % 78 % 91,80% 

 
Rumus IKU : 

 

 

Penetapan indikator ini untuk melihat kemampuan Pengadilan Negeri Tubei  

dalam menyelesaikan berkas perkara. Dalam lampiran Indikator Kinerja Utama 

dijelaskan bahwa indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang 

berhasil diselesaikan di tahun 2020 dibagi dengan jumlah perkara yang masuk yang 

harus diselesaikan (sisa tahun 2019 ditambah perkara yang masuk di tahun 2020). 
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Pengadilan Negeri Tubei menargetkan dapat menyelesaikan 85% dari seluruh 

perkara yang ditangani ditahun 2020. Berdasarkan data yang ada pada tabel 13, total 

Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Tubei adalah sebagai berikut :  

1. Perkara Perdata 

 Sisa Perkara Perdata Gugatan/Gugatan Sederhana  2019  :   1 Perkara  

 Sisa Perkara Perdata Permohonan Tahun 2019   :   0 Perkara  

 Perkara Perdata Gugatan/Gugatan Sederhana masuk 2020 : 1 Perkara  

 Perkara Perdata Permohonan tahun 2020   : 20 Perkara  

 Perkara Perdata Gugatan/Gugatan Sederhana yang dicabut  :   1 Perkara  

 Perkara Perdata Permohonan yang dicabut    :   0 Perkara  

Total Perkara Perdata yang ditangani : 23 Perkara  

Perkara yang diselesaikan/Minutasi : 

 Perkara Perdata Gugatan/Gugatan Sederhana   : 1 Perkara  

 Perkara Perdata Permohonan      : 20 Perkara  

Total Perkara Perdata yang diselesaikan : 22 Perkara  

 
Grafik 2 Keadaan Perkara Perdata Tahun 2020 

 

 

 

Sehingga perhitungan realisasi untuk perkara Perdata yang diselesaikan 

tepat waktu tahun 2020 adalah sebagai berikut : 
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Dari data dalam grafik 2 diatas dapat disimpulkan bahwa dari 30 Perkara 

Perdata yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Tubei di tahun 2020 berhasil 

diselesaikan di tahun 2020. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Tubei berhasil 

mencapai 100 % dari target yang ditetapkan untuk perkara Perdata. 

 
2. Perkara Pidana 

 Sisa Perkara Pidana tahun 2019     :   7 Perkara  

 Perkara Pidana Biasa yang masuk tahun 2020   :   74 Perkara  

 Perkara Pidana Anak yang masuk tahun 2020    :   13 Perkara  

 Perkara Pidana Cepat masuk tahun 2020    :     0 Perkara 

 Perkara Praperadilan masuk tahun 2020    :     0 Perkara 

Total Perkara Pidana yang ditangani : 94 Perkara 

 Perkara Pidana Lalu lintas masuk tahun 2020   :  629 Perkara  

 Perkara Pidana Lalu lintas putus tahun 2020   :  629 Perkara  

 

Perkara yang diselesaikan/Minutasi : 

 Perkara Pidana Biasa      :  77  Perkara  

 Perkara Pidana Anak       :  13  Perkara  

 Perkara Pidana Cepat       :     0 Perkara  

 Perkara Praperadilan      :     0 Perkara 

Total Perkara Pidana yang diselesaikan : 90 Perkara 

 
Grafik 3 Keadaan Perkara Pidana Tahun 2020 
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Dari data diatas didapat perhitungan realisasi untuk perkara Pidana yang 

diselesaikan tepat waktu tahun 2020 adalah sebagai berikut : 

   
  

  
                 

 
Untuk Perkara Pidana, Pengadilan Negeri Tubei menangani 94 Perkara pidana. 

Dari jumlah tersebut yang berhasil diselesaikan sebanyak 90 Perkara. Hal ini berarti 

Pengadilan Negeri Tubei berhasil mencapai 95,74 % dari target yang ditetapkan 

untuk Perkara Pidana.  

Pada tahun 2020, realisasi yang tercapai sedikit melebihi dari target yang 

ditetapkan yaitu 85 %, untuk perkara perdata dan perkara pidana. Bila dibandingkan 

dengan tahun 2019, Realisasi dan pencapaian kinerja tahun 2020 ini mengalami 

kenaikan. Pada tahun 2019, realisasi pada indikator persentase perkara yang 

diselesaikan tepat waktu adalah 95,74 % dengan capaian kinerja 99,01%.  

Pada Renstra tahun 2020 – 2024, untuk jangka menengah target yang 

ditentukan adalah sebesar 85%, dan dalam 4 tahun berturut-turut target yang 

ditetapkan sudah tercapai walaupun belum tercapai 100%. 

Dapat disimpulkan, bahwa target yang ditetapkan untuk tahun 2020 sudah 

tercapai dengan baik bahkan melebihi target, hanya saja belum  tercapai  sampai   

100 %. Kurang sempurnanya pencapaian target ini memang dipengaruhi oleh banyak 

faktor, yang diantaranya banyak dari perkara yang tidak bisa ditangani pada tahun 

2020 dikarenakan perkara tersebut masuk di akhir tahun yaitu bulan November dan 

Desember, sehingga masih memerlukan waktu untuk penyelesaiannya yaitu ditahun 

berikutnya, sehingga menjadi tunggakan perkara yang belum diselesaikan untuk 

tahun berikutnya.  
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Grafik 4 Target dan Capaian Kinerja Perkara Tahun 2020 

Berdasarkan data dan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 

2020, indikator kinerja utama untuk indikator kinerja “persentase perkara yang 

diselesaikan tepat waktu“ tercapai sesuai target yaitu 86.02 % dengan capaian        

101.2 %. 

1.c Persentase penurunan sisa perkara  

Tabel 14 IKU Sasaran Strategi “c” 

NO INDIKATOR KINERJA Perkara Yang 
Diselesaikan 

Tahun Berjalan 

Jumlah 
Perkara 

Yang Ada 

Target 
2020 

Realisasi 
2020 

Capaian 
2020 
(%) 

a Persentase Penurunan 

Sisa perkara  

- Perdata 

- Pidana 

 
 
 

0 
12 

 
 
 

0 
12 

 
 
 

0,2 % 
0,2 % 

 
 
 

100 % 
25 % 

 
 
 

0 % 
12.5 % 

Total 12 12 0.0 % 12.5% 6.25 % 

 

NO INDIKATOR KINERJA Perkara Yang 
Diselesaikan 

Tahun Berjalan 

Jumlah 
Perkara 

Yang Ada 

Target 
2020 

Realisasi 
2020 

Capaian 
2020 
(%) 

a Persentase Penurunan 

Sisa perkara  

- Perdata 

- Pidana 

 
 
 

21 
90 

 
 
 

21 
90 

 
 
 

0,2 % 
0,2 % 

 
 
 

100 % 
100 % 

 
 
 

100 % 
100 % 

Total 111 111 0.0 % 100% 100 % 

85 

22 25,88 

85 90 

105,88 

85 

112 

131,76 

Grafik Target dan Capaian Kinerja  
Tahun 2020 

Perdata Pidana Total
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Penetapan indikator ini untuk melihat kemampuan Pengadilan Negeri Tubei  

dalam menyelesaikan berkas perkara. Dalam lampiran Indikator Kinerja Utama 

dijelaskan bahwa indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah sisa perkara 

di tahun 2019 dengan sisa perkara ditahun 2020. Rumus yang digunakan adalah 

          
       

    
 

Yaitu :        jumlah sisa perkara tahun sebelumnya 

          = jumlah sisa perkara tahun berjalan. 

 

Jumlah sisa perkara tahun 2020 untuk perkara perdata yaitu 1 perkara 

sedangkan untuk perkara pidana sebanyak 4 perkara.  Sisa perkara untuk tahun 2019 

untuk perkara perdata yaitu 1 perkara sedangkan untuk perkara pidana sebanyak 7 

perkara. Pada tahun 2016 sisa perkara perdata 0 sedangkan untuk perkara pidana 

sebanyak 3 perkara. Pada tahun 2017 ada 12 sisa perkara pidana dan 1 perkara 

perdata, sedangkan tahun 2018 ada 9 perkara pidana dan 0 perkara perdata, sisa 

perkara tahun 2019 ada 7 perkara pidana dan 1 perkara perdata.  

Tabel 15 Sisa Perkara Pengadilan Negeri Tubei 

No Tahun Sisa Perdata Sisa Pidana Jumlah 

1 2020 1 4 5 

2 2019 1 7 8 

3 2018 0 9 9 

4 2017 1 12 13 

5 2016 0 3 3 

 
Berdasarkan tabel diatas, dapat dihitung persentase sisa perkara untuk setiap 

tahunnya, sehingga bisa dilihat penurunan/kenaikan sisa perkaranya. 

 

1.a Tahun 2020  

           
       

    
  

   

 
               

(penurunan sisa perkara) 
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1.b Tahun 2019 

          
       

    
  

   

 
                

(peningkatan sisa perkara) 

 
1.c Tahun 2018 

          
       

    
  

    

  
                (Penurunan sisa perkara) 

 
1.d Tahun 2017 

          
       

    
  

    

 
                 (Peningkatan sisa Perkara) 

 
Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 terjadi 

penurunaan jumlah sisa perkara yaitu 37.5% dari tahun sebelumnya, hal ini telah 

mencapai target yang ditetapkan yaitu 0,2%, karena terjadi penurunan jumlah sisa 

perkara yang ada ditahun berjalan yaitu sebanyak 5 perkara sedangkan di tahun 

2019 jumlah sisa perkara yaitu 12. 

Dapat disimpulkan bahwa target yang ditetapkan untuk tahun 2020 telah 

tercapai dengan baik. Tercapainya target dengan baik ini karena setiap perkara 

masuk pada tahun 2020 diselesaikan sesuai dengan aturan yang ada yaitu dalam 

waktu 5 bulan. Namun sisa perkara masih ada setiap tahun, tetapi pada tahun 2020 

ini dapat atasi jumlah sisa perkara agar tidak mengalami kenaikan dari tahun 

berikutnya. Untuk mengantisipasi bertambahnya sisa perkara yang belum 

diselesaikan ini, dibuat kesepakatan antara pihak kejaksaaan agar untuk setiap 

perkara yang masih bisa dilimpahkan ditahun berikutnya agar dilimpahkan ditahun 

berikutnya saja, sehingga pada akhir tahun tidak terjadi lonjakan perkara yang 

masuk, karena akan menambah sisa perkara yang belum diselesaikan untuk tahun 

berikutnya. 
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Grafik 5 Penurunan Sisa Perkara 

Berdasarkan data dan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 

2020, indikator kinerja utama untuk indikator kinerja “persentase penurunan sisa 

perkara“ sudah tercapai sesuai target yaitu jumlah sisa perkara tahun 2020 lebih 

sedikit dari jumlah sisa perkara tahun 2019. 

 

1.d Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 

Yaitu membandingkan jumlah perkara yang tidak banding dari perkara yang 

sudah putus selama tahun berjalan, dengan indikator pencapaian target : 

“ Secara hukum, semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas 

atas putusan pengadilan” 

Rumus IKU : 
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Tabel 16 IKU Sasaran Strategi “d” 

NO INDIKATOR KINERJA Jumlah 
Perkara yang 

Tidak 
Mengajukan 

Upaya Hukum 
2020 

Jumlah 
Perkara 

Putus 
2020 

Target 
2020 

Realisasi 
2020 

Capaian 
2020 (%) 

 Persentase perkara 
yang tidak 
mengajukan upaya 
hukum (Banding, 
Kasasi PK) 

- Perdata 
- Pidana 

 
 
 
 
 

2 
67 

 

 
 
 
 
 

4 
70 

 
 
 
 
 

90 % 
90 % 

 

 
 
 
 
 

50.00 % 
96.00 % 

 

 
 
 
 
 

55.56 % 
106.67 % 

 

Total 69 74 90 % 93.24 % 103.60 % 

 
 

Tabel 17 Jumlah Perkara Perdata Yang Melakukan Upaya Hukum 

No Upaya 
Hukum 

Sisa Tahun 
2019 

Masuk 
2020 

Putus 
2020 

Sisa Tahun 
2020 

1 Banding 0 2 1 1 

2 Kasasi 0 0 0 0 

3 Peninjauan 

Kembali 

0 0 0 0 

 
 

Tabel 18 Jumlah Perkara Pidana Yang Melakukan Upaya Hukum 

No Upaya 
Hukum 

Sisa Tahun 
2019 

Masuk 
2020 

Putus 
2020 

Sisa Tahun 
2020 

1 Banding 0 7 7 0 

2 Kasasi 0 6 1 5 

3 Peninjauan 
Kembali 

0 0 0 0 

 
Perkara yang putus selama tahun 2020 pada Pengadilan Negeri Tubei terbagi 

dua, yaitu perkara perdata yang putus sebanyak 1 perkara, perkara pidana sebanyak 

8 perkara sehingga berjumlah 9 perkara. Jumlah Perkara Perdata yang mengajukan 

upaya hukum banding adalah 2 perkara sedangkan untuk Perkara Pidana terhitung 

sebanyak 7 perkara yang mengajukan uapaya Hukum Banding. 
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Secara perhitungan matematika, didapat : 

 Jumlah persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum 

banding adalah sebagai berikut : 

    
 

 
              

 Jumlah persentase perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum 

banding adalah sebagai berikut : 

    
 

  
                

Sehingga didapat Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 

(Tidak Diajukan ) Banding, Kasasi dan PK sebesar 93.24 %. Capaian kinerja tahun 

2020 yang didapat pada indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya 

hukum banding adalah 103.60 %. 

 
Data jumlah perkara yang mengajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan 

Kembali dapat dilihat dari grafik dibawah ini : 

 

Grafik 6 Upaya Hukum 

 

Berdasarkan data dan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 

2020, indikator kinerja utama untuk indikator kinerja “persentase perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi dan PK)“ sudah tercapai sesuai target 

yang ditentukan, sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat pencari keadilan puas 
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atas putusan yang diberikan untuk setiap perkara yang ada di Pengadilan Negeri 

Tubei.   

1.e Persentase perkara pidana yang diselesaikan dengan diversi 
  

Tabel 19 IKU Sasaran Strategi “e” 

NO INDIKATOR KINERJA TARGET 

2020 

REALISASI 

2020 

CAPAIAN 

2020 (%) 

a Persentase perkara pidana yang 
diselesaikan dengan diversi 

25 % 0 % 0 % 

 

Rumus IKU : 

 

Diversi adalah anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku 

kejahatan, melainkan sebagai korban. 

Penetapan indikator ini untuk melihat kemampuan Pengadilan Negeri Tubei  

dalam  menyelesaikan berkas perkara. Dalam lampiran Indikator Kinerja Utama 

dijelaskan bahwa indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara 

anak yang diajukan diversi di tahun 2020 dengan jumlah perkara pidana anak yang 

masuk ke Pengadilan Negeri Tubei. Hanya saja, melalui indikator tersebut tidak 

terbaca seberapa berhasilnya pengadilan menyelesaikan perkara secara diversi, 

karena memang tidak semua bisa diajukan diversi. 

Jumlah perkara anak yang masuk ke Pengadilan Negeri Tubei tahun 2020 

berjumlah  13 perkara dan semua perkara anak tersebut tidak memenuhi 

persyaratan untuk diajukan diversi, sesuai yang ditentukan Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2012 tentang SPPA.  

Apabila mengikuti perhitungan diatas, persentase perkara yang diselesaikan 

secara diversi sejumlah 3 perkara, sehingga realisasinya pada tahun 2020 adalah 

23.07 %. Berikut perhitungan realisasi persentase perkara yang diselesaikan dengan 

diversi tahun 2020 : 
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1.f Persentase responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan 

peradilan 
Tabel 20 IKU Sasaran Strategi “f” 

NO INDIKATOR KINERJA TARGET 

2020 

REALISASI 

2020 

CAPAIAN 

2020 (%) 

REALISASI 

2017  

f Persentase responden pencari 
keadilan yang puas terhadap 
layanan peradilan 

78 % 79.89%  102.42% 74%  

Penetapan indikator ini untuk melihat kepuasan Pencari Keadilan terhadap 

layanan peradilan, berdasarkan PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 

tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan 

Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan 

RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dalam lampiran Indikator Kinerja Utama 

dijelaskan bahwa indikator ini dihitung berdasarkan survey yang diberikan kepada 

para pengguna yang ada di pengadilan Negeri Tubei.  

Dari survey yang dilakukan didapat persentase index Kepuasan Pencari 

keadilan terhadap layanan peradilan pada Pengadilan Negeri Tubei yaitu : 

 Periode Tahun 2018   = 72. (Baik) 

 Periode Tahun 2019    = 73.30 (Baik) 

 Periode semester I Tahun 2020 = 81.26 (Sangat Baik) 

 Periode semester II Tahun 2020 = 91.89 (Sangat Baik) 

Sehingga realisasinya pada tahun 2020 adalah 91.89 %  dengan capaian 107.90%. 

Jika dibandingkan dengan tahun 2018  dan tahun 2019 terdapat kenaikan nilai index 

kepuasan pencari keadilan. Hal ini membuktikan, bahwa ada perubahan yang terjadi 

di Pengadilan Negeri Tubei baik secara infrastruktur maupun Pelayanan serta inovasi 

yang mendukung terwujudnya pelayanan prima di Pengadilan Negeri Tubei. 

Begitu juga untuk target jangka menengah yang tertuang dalam Rencana 

Strategis 2020 – 2024, Pengadilan Negeri Tubei akan mengupayakan perubahan dan 

inovasi semaksimal mungkin agar masyarakat pencari keadilan puas akan layanan 

yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Tubei, salah satunya dengan adanya 

Akreditasi dan inovasi yang mendukung layanan peradilan.  
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Grafik 7 IKU “Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel” 

Secara keseluruhan bahwa sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang 

ditetapkan, dapat disimpulkan berdasarkan keenam indikator kinerja yang telah 

diuraikan, Indikator Kinerja Utama “Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, 

Transparan dan Akuntabel” telah terlaksana dengan baik, walaupun masih perlu 

peningkatan baik itu dari segi Penyelesaian Perkara dan sisa perkara, Sumber Daya 

Manusia maupun dari segi infrastruktur Pengadilan Negeri Tubei. Pengadilan Negeri 

Tubei senantiasa mendukung terwujudnya  Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan 

Akuntabel.  
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2. Indikator Kinerja Utama 2 
 

“Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” 

 
Tabel 21 IKU  “ Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” 

No. Indikator Kinerja Realisasi Target 
2020 

Capaian 
2020 

2017 2018 2019 2020 

a. Persentase isi 
putusan yang 
diterima oleh 
para pihak tepat 
waktu 

100% 100% 100 % 100% 100 % 100 % 

b. Persentase 
perkara yang 
diselesaikan 
melalui mediasi 

0 % 0% 0 % 0% 10 % 0% 

c. Persentase 
berkas perkara 
yang diajukan 
banding, kasasi 
dan PK secara 
lengkap dan 
tepat waktu 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

d. Persentase 
putusan 
perkara yang 
menarik 
perhatian 
masyarakat 
yang dapat 
diakses secara 
online dalam 
waktu 1 hari 
setelah diputus 

0% 0% 0 % 0 % 100 % 0 % 

 

 

Berdasarkan hasil tinjauan lapangan, bahwa Pengadilan Negeri Tubei mampu 

mengelola Penyelesaian Perkara dengan efektif, baik dan tepat waktu yaitu sebanyak 

100%. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan adalah :  
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2.a Persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu.   

Tabel 22 IKU “a” Sasaran Strategi 2 

NO INDIKATOR KINERJA TARGET 
2019 

REALISASI 
2019 

CAPAIAN 
2020 (%) 

REALISASI 
2020 (%) 

a Persentase isi putusan yang 
diterima oleh pihak tepat 
waktu 

100 % 100 % 100 % 100 % 

Rumus IKU : 

 

Penetapan persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu 

diambil dari jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dibagi dengan jumlah 

putusan. Jumlah perkara perdata yang telah putus dan telah disampaikan kepada 

para pihak tepat waktu adalah sebagai berikut : 

 
Tabel 23 Penyampaian isi putusan perkara perdata tepat waktu 

NO PERKARA KETERANGAN JUMLAH 

1 Gugatan/Gugatan 
Sederhana 

Jumlah perkara yang putus selama tahun 
2020 

5 

Jumlah relaas putusan yang disampaikan 
tepat waktu kepada para pihak 

5 

2 Permohonan Jumlah perkara yang putus selama tahun 
2020 

20 

Jumlah relaas putusan yang disampaikan 
tepat waktu kepada para pihak 

20 

 
Dari 30 berkas perkara perdata yang putus, semua isi putusannya telah disampaikan 

tepat waktu.  

   
  

  
               

Tabel 24 Penyampaian isi putusan perkara pidana tepat waktu 

NO PERKARA KETERANGAN JUMLAH 

1 Pidana Biasa Jumlah perkara yang putus tahun 2020 70 

Jumlah relaas putusan yang disampaikan 
tepat waktu kepada para pihak 

70 

2 Pidana Anak Jumlah perkara yang putus tahun 2020 13 
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Jumlah relaas putusan yang disampaikan 
tepat waktu kepada para pihak 

13 

3 Pidana Cepat Jumlah perkara yang putus tahun 2020 0 

Jumlah relaas putusan yang disampaikan 
tepat waktu kepada para pihak 

0 

4 Pidana 

Praperadilan 

Jumlah perkara yang putus tahun 2020 0 

Jumlah relaas putusan yang disampaikan 
tepat waktu kepada para pihak 

0 

 

Didapat perhitungan realisanya sebagai berikut : 

   
  

  
               

 
Dari 109 berkas perkara pidana yang putus, semua isi putusannya telah 

disampaikan tepat waktu. Dalam pengelolaan efektivitas penyelesaian perkara, selalu 

diusahakan pada saat putusan saat itu juga isi putusan disampaikan kepada para pihak.  

Secara keseluruhan, pada tahun 2020 target tercapai 100 % dengan capaian 

kinerja 100 %. Setiap tahun selalu diusahakan seluruh putusan disampaikan tepat waktu. 

Untuk tahun 2017, 2018 dan tahun 2019, target yang dicapai juga 100 %. 

Berdasarkan hasil yang dicapai dalam 4 tahun berturut-turut, bisa disimpulkan 

bahwa target jangka menengah dalam rencana strategis 2020 – 2024 akan tercapai 

dengan baik sesuai yang diharapkan. 

 

2.b Persentase perkara yang diselesaikan dengan mediasi.  
 

Tabel 25 IKU “b” Sasaran Strategi 2 

NO INDIKATOR KINERJA TARGET 
2020 

REALISASI 
2020 

CAPAIAN 
2020 (%) 

b Persentase mediasi yang 
diselesaikan 

10 % 20% 200 % 

 

Tabel 26 Perkara Perdata Gugatan Tahun 2020 

NO Uraian Jumlah Perkara 

1 Perkara Perdata Gugatan yang masuk 5 

2 Perkara Perdata Gugatan yang dilakukan mediasi 1 

3 Mediasi berhasil (akta perdamaian) 0 

4 Mediasi Gagal 4 
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Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2006 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan. Pada prinsipnya semua perkara yang masuk dilakukan mediasi, namun ada 

beberapa perkara yang tidak dapat dilakukan karena ketidak hadiran tergugat sampai 

putusan dibuat (Putusan Verstek), atau perkara dicabut/gugur sehingga memang tidak 

bisa dilakukan mediasi.  

Rumus IKU : 

 

   
 

 
            

 

Penetapan Indikator ini untuk melihat keberhasilan dan komitmen Majelis 

Hakim untuk melaksanakan Mediasi disetiap Perkara Perdata yang ditanganinya. 

Ditahun 2020, Pengadilan Negeri Tubei menargetkan 10 % dari semua Perkara 

Gugatan yang masuk dan dilakukan mediasi. Pada tahun 2020, laporan mediasi 

perkara gugatan yang telah putus berjumlah 5 perkara dan yang berhasil mediasi 

hanya 1 perkara (20%), dengan capaian kinerja 200 %.  

Realisasi yang dicapai pada tahun 2020 sudah mencapai bahkan lebih dari 

target, tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 belum ada mediasi perkara yang berhasil. 

 Akan tetapi, usaha akan terus dilakukan untuk meningkatkan persentase 

penyelesaian perkara dengan mediasi. Diharapkan kedepannya akan ada perkara 

yang diselesaikan dengan mediasi, sehingga target jangka menengah dalam Rencana 

Strategis 2020 – 2024 dapat tercapai dengan baik. 

Pelatihan bagi hakim mediator baik yang berasal dari Pengadilan Negeri Tubei 

maupun dari luar Pengadilan Negeri Tubei juga sangat dibutuhkan untuk 

meningkatkan keahlian dalam memediasi  setiap perkara yang diajukan mediasi, 

sehingga lebih banyak yang berhasil dimediasi. 
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Grafik 8 Persentase Perkara yang diajukan Mediasi 

 

2.c Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan 

secara lengkap.  
 

Tabel 27 IKU “c” Sasaran Strategi 2 

NO INDIKATOR KINERJA TARGET 
2020 

REALISASI 
2020 

CAPAIAN 
2020 (%) 

c Persentase berkas yang diajukan 
Banding, Kasasi dan PK yang  
disampaikan 
secara lengkap 

90 % 45 % 50 % 

 
Rumus IKU :  

 

 

Pada persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan 

secara lengkap ditargetkan 100 % dan tercapai 100 % karena semua berkas yang 

diajukan Banding, Kasasi dan PK sudah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu, 

terlihat seperti pada tabel dan grafik dibawah ini : 
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1. Perkara Perdata 

Tabel 28 Upaya Hukum Perdata 

NO Upaya Hukum Keterangan Jumlah 

1 Banding Jumlah Perkara Banding yang Masuk 4 

Jumlah Perkara Banding  
yang dikirim lengkap 

2 

2 Kasasi Jumlah Kasasi yang Masuk 0 

Jumlah Kasasi yang dikirim lengkap 0 

3 Peninjauan Kembali Jumlah PK 0 

Jumlah PK yang dikirim lengkap 0 

 

Realisasi    
 

 
              

 

2. Perkara Pidana 

Tabel 29 Upaya Hukum Pidana 

NO Upaya Hukum Keterangan Jumlah 

1 Banding Jumlah Perkara Banding yang Masuk 7 

Jumlah Perkara Banding  
yang dikirim lengkap 

7 

2 Kasasi Jumlah Kasasi yang Masuk 1 

Jumlah Kasasi yang dikirim lengkap 1 

3 Peninjauan Kembali Jumlah PK yang dapat diterima 0 

Jumlah PK yang dikirim lengkap 0 

 

Realisasi    
 

 
                 

 

Tabel pencapaian perkara yang mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi 

dan Peninjauan Kembali (PK) yang disampaikan secara lengkap adalah sebagai 

berikut : 

Realisasi    
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Tabel 30 Penyampaian berkas upaya hukum 

NO Upaya Hukum Jumlah Perkara Yang 
Dapat Diterima 

Jumlah Perkara yang 
Dikirim 

1 Banding  9 9 

2 Kasasi 1 1 

3 Peninjauan Kembali 0 0 

 

2.d Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat 

diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus. 

 
Tabel 31 IKU “d” Sasaran Strategi 2 

NO INDIKATOR KINERJA TARGET 
2020 

REALISASI 
2020 

CAPAIAN 
2020 (%) 

d Persentase putusan perkara 
yang menarik perhatian 
masyarakat yang dapat 
diakses secara online dalam 
waktu 1 hari setelah diputus 

100 % 0  % 0  % 

Ukuran capaian indikator kinerja utama persentase putusan perkara yang 

menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari 

setelah diputus adalah ketepatan pengisian amar putusan di SIPP Pengadilan Negeri 

Tubei yang dapat dipublikasikan. Pada Pengadilan Negeri Tubei realisasi putusan 

perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam 

waktu 1 hari setelah diputus adalah 0 %. Hal ini tidak mencapai target karena diukur 

dari jumlah putusan perkara tipikor yang di upload dalam website dibagi dengan 

jumlah perkara tipikor yang di putus. Tidak tercapainya taget ini dikarenakan sejak 

tahun 2012 perkara tipikor tidak ada di pengadilan tingkat pertama lagi, tetapi pada 

tingkat banding. Sedangkan proses publikasi jenis perkara lainnya yang diputus di 

Pengadilan Negeri Tubei sudah dapat diakses 100% oleh semua masyarakat pencari 

keadilan yang hadir di Meja Informasi.  

Perkara bisa diakses langsung melalui website Pengadilan Negeri Tubei Tubei 

melalui aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang sudah terupdate 

versi 4.0.1 melalui alamat  : www.sipp.pn-tubei.go.id atau melalui website resmi 

Pengadilan Negeri  Tubei   www.pn-tubei.go.id.  

Sehingga Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian 

masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja 

sejak diputus adalah 100 % karena setiap persidangan Panitera Penggantinya selalu 

http://www.sipp.pn-tubei.go.id/
http://www.pn-tubei.go.id/


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI TUBEI 2020 

 

PENGADILAN NEGERI TUBEI KELAS II | AKUNTABILITAS KINERJA 58 

 

mengupdate informasi mengenai jalannya persidangan. Grafik persentase perkara 

yang mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK yang dikirim secara lengkap 

adalah sebagai berikut : 

 

 
Grafik 9 Upaya Hukum Kasasi dan PK yang dikirim secara lengkap 

Secara keseluruhan bahwa sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang 

ditetapkan, dapat disimpulkan berdasarkan empat indikator kinerja yang telah 

diuraikan, Indikator Kinerja Utama “ Peningkatan Efektivitas Pengelolaan 

Penyelesaian Perkara” telah terlaksana dengan baik, walaupun masih perlu 

peningkatan baik itu dari segi Sumber Daya Manusia maupun dari segi infrastruktur 

Pengadilan Negeri Tubei. Pengadilan Negeri Tubei senantiasa mendukung 

terwujudnya Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara. 

 
 

3. Indikator Kinerja Utama 3 
 

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan  
 

Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin 

dan Terpinggirkan” ini maksudnya adalah untuk memudahkan masyarakat 

mendapatkan informasi serta pelayanan hukum dan keadilan di Pengadilan Negeri 

Tubei secara gratis. Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur 

keberhasilan sasaran ini meliputi 3 (tiga) indikator yang diwujudkan dengan 

kegiatan-kegiatan diantaranya Prodeo, Perkara yang diselesaikan diluar pengadilan 
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dan Pos Bantuan Hukum (posbakum). Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini 

pada tahun 2020 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 32 “Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan” 

No. Indikator Kinerja Realisasi Target 
2020 

Capaian 
2020 

2017 2018 2019 2020 

a. Persentase perkara 
prodeo yang diselesaikan 

0% 0% 0% 0% 0% 0 % 

b. Persentase perkara yang 
diselesaikan diluar 
gedung Pengadilan 

0% 0% 0 % 0% 0% 0% 

c. Persentase pencari 
keadilan golongan 
tertentu yang 
mendapat layanan 
bantuan hukum 
(Posbakum) 

100 % 100 %  100 %   100 % 100%   100 % 

 
 

3.a Persentase Prodeo yang diselesaikan 
 

Pengadilan Negeri Tubei tahun 2020 tidak ada menerima perkara perdata 

prodeo yang diajukan oleh masyarakat, sehingga tidak ada perkara yang dapat 

diselesaikan melalui prodeo. Dalam dipa 03 tahun 2020, Pengadilan Negeri Tubei 

mendapat anggaran untuk prodeo sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah). 

 

3.b Persentase perkara yang dapat diselesaikan diluar gedung pengadilan 

Dikarenakan kondisi Zetting Plaatz pada Pengadilan Negeri Tubei telah rusak 

berat dan tidak dapat digunakan lagi, maka pelaksanaan sidang dengan cara Zetting 

Plaatz sudah tidak dilakukan lagi. Untuk saat ini zetting plaatz sedang diajukan untuk 

pengapusan BMN. 

 

3.c Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan 

bantuan hukum (POSBAKUM) 
 

Tabel 33 IKU  sasaran Strategis “c” 3 

NO INDIKATOR KINERJA TARGET 
2020 

REALISASI 
2020 

CAPAIAN 
2020 (%) 

REALISASI 
2017 (%) 

c Persentase pencari keadilan 100 % 0 % 0 % 0 % 
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golongan tertentu yang 
mendapatkan layanan bantuan 
hukum (Posbakum) 

 
Rumus IKU : 

 

 

Pengadilan Negeri Tubei untuk tahun 2020 mendapatkan anggaran untuk 

pelayanan bantuan hukum (posbakum) dalam Dipa 03 sebesar Rp.24.000.000,-. 

Pengadilan Negeri Tubei bekerja sama dengan dua lembaga bantuan hukum yang 

terdaftar yaitu Lembaga Bantuan Hukum Deski Bewantara, S.H.,M.H dan  Rekan.   

Untuk tahun 2020, anggaran tersebut sudah terserap Rp.24.000.000. sehingga 

dapat disimpulkan  bahwa penyerapan anggaran untuk Posbakum terserap 100 % 

dengan capaian 100 %. Dalam tahun sebelumnya, penyerapan dana untuk posbakum 

juga terserap 100%. Sehingga diharapkan untuk target jangka menengah pada 

Rencana Strategis juga terserap 100% agar masyarakat pencari keadilan yang tidak 

mampu membayar bisa tetap mendapatkan bantuan hukum. 

Secara keseluruhan bahwa sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang 

ditetapkan, dapat disimpulkan berdasarkan tiga indikator kinerja yang telah 

diuraikan, Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya Akses Peradilan bagi 

Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan” telah terlaksana dengan baik. Hanya saja, 

untuk Pengadilan Negeri Tubei hanya diukur berdasarkan 1 indikator, yaitu 

persentase posbakum, namun untuk tahun 2020 target persentase posbakum belum 

mencapai target. Untuk Perkara prodeo dan sidang di luar pengadilan memang 

ditargetkan 0 %, karena di Pengadilan Negeri Tubei tidak ada penyelesaian secara 

prodeo dan penggunaan sidang di luar gedung pengadilan (Zetting Plaatz). 

 
4. Indikator Kinerja Utama 4 

 
“ Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan “ 

Ukuran capaian indikator kinerja “ Meningkatnya Kepatuhan terhadap 

putusan Pengadilan “ adalah Persentase Putusan Perkara Perdata yang 
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ditindaklanjuti (eksekusi) atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum 

tetap(BHT).  

 

Tabel 34 Sasaran Strategis "a" 4 

No. Indikator Kinerja Realisasi Target 
2020 

Capaian 
2020 

2019 2020 

a. Persentase Putusan 
Perkara Perdata yang 
Ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

100% 0% 50% 0 % 

 

Untuk tahun 2020 tidak ada perkara yang mengajukan permohonan eksekusi, 

sehingga jumlah yang ditindak lanjuti adalah 0 perkara. Dengan demikian realisasi 

Persentase “Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan Pengadilan “ adalah sebesar 

0 % dengan capaian kinerja 0 %.  

Rumus IKU : 

   
 

 
             

 
 

Dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan kepatuhan terhadap putusan 

pengadilan pada Pengadilan Negeri Tubei. Berdasarkan keempat Indikator Kinerja 

Utama yang diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa keempat Indikator Kinerja 

Utama tercapai walaupun tidak semuanya capaian kinerja masing-masing indikator 

kinerja yang sampai 100 %. 

Perwujudan keempat Indikator Kinerja Utama ini, mendukung 

terselenggaranya Misi Pengadilan Negeri Tubei dalam mewujudkan Visi Pengadilan 

Negeri Tubei untuk mewujudkan Pengadilan Negeri Tubei yang Agung sesuai dengan 

Visi dan Misi Mahkamah Agung. Kedepannya, diharapkan adanya peningkatan 

realisasi dan capaian kinerja untuk mendukung kemajuan Pengadilan Negeri Tubei. 
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B. Realisasi Anggaran 

 
Pada  tahun  2020  Pengadilan  Negeri  Tubei mendapatkan total  alokasi  

anggaran dalam DIPA 01 dan 03 sebesar Rp. 3.379.645.000,- (Tiga milyar tiga 

ratus tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus 

rupiah), dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai berikut : 

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi. 
 

Anggaran Dipa 01 sebesar Rp.3.337.845.000,- (Tiga milyar tiga ratus tiga 

puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang meliputi : 

a. Belanja Pegawai   : Rp. 2.296.595.000,- ( Dua milyar dua ratus sembilan 

puluh enam juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) 

b. Belanja Barang     : Rp. 1.016.250.000,- ( Satu milyar enam belas juta dua 

ratus lima puluh ribu rupiah) 

c. Belanja Modal     : Rp.  25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) 

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat 

yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan dan honorarium. 

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis 

pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan 

dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan 

standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang 

belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference 

(TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja 

barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat. 

 
Tabel 35 Realisasi Anggaran Belanja DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2020 

No. Jenis Belanja Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) % Realisasi 
Anggaran 

Sisa Anggaran 

1. Belanja 
Pegawai 

2.296.595.000,- 2.224.680.564,- 96.87 % 71.914.436,- 

2. Belanja Barang 1.016.250.000,- 909.973.237,- 89.54% 106.276.763,- 

3. Belanja Modal 25.000.000,- 25.000.000,- 100% 0,- 

TOTAL 3.337.845.000.,- 3.159.653.801,- 94.66 % 178.191.199,- 
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Berikut ini rincian tabel realisasi belanja pegawai, belanja barang dan belanja 

modal Dipa 01 Badan Urusan Administrasi : 

a. Belanja Pegawai. 

Total Pagu Anggaran untuk Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Tubei 

Tahun 2020 sebesar Rp. 2.296.595.000,-( Dua milyar dua ratus sembilan 

puluh enam juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan diakhir 

tahun 2020 realisasi anggaran untuk belanja pegawai sebesar Rp. 

2.224.680.564,- (Dua milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus 

delapan puluh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) atau sebesar 

96.87  %. 

 

Tabel 36 Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Dipa (01) BUA TAHUN 2020 

NO 
KODE JENIS 

BELANJA/MAK 
PAGU DIPA 

REALISASI SISA ANGGARAN 

AKUN TOTAL % TOTAL % 

1 
  

2 3 4 9 10 11 12 

1066.994 LAYANAN PERKANTORAN 

2 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

51 PEMBAYARAN 
GAJI DAN 
TUNJANGAN 

2.296.595.000 2.225.605.585 96.93% 70.989.415 % 

A 
PEMBAYARAN GAJI 
DAN TUNJANGAN 

          

511111 Bel. Gaji Pokok 
PNS 

817.490.000 816.489.500 % 1.000.500 % 

511119 Bel. Pembulatan 
Gaji PNS 

18.000 12.177 % 5.823  % 

511121 Bel. Tunj. 
Suami/Istri PNS 

62.393.000 61.780.110 % 612.890 % 

511122 Bel. Tunj. Anak 
PNS 

16.305.000 16.154.140 % 150.860 % 

511123 Bel. Tunj. 
Struktural PNS 

28.020.000 27.000.000 % 1.020.000 % 

511124 Bel. Tunj. 
Fungsional PNS 

1.064.440.000 1.017.590.000 % 46.850.000 % 

511125 Bel. Tunj. PPh 99.182.000 93.438.478 % 5.743.522  0% 

511126 Bel. Tunj. Beras 
PNS 

42.512.000 41.931.180 % 580.820 % 

511129 Bel. Uang Makan 
PNS 

150.480.000 145.845.000 % 4.635.000 % 

511151 Bel. Tunj. Umum 
PNS 

15.755.000 5.365.000 % 10.390.000 % 
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b. Belanja Barang. 

Total Pagu Anggaran untuk Belanja Barang Pengadilan Negeri Tubei Tahun 

2020 sebesar Rp. 1.016.250.000,-( satu milyar enam belas juta dua ratus lima 

puluh ribu rupiah) dan diakhir tahun 2020, realisasi anggaran untuk belanja 

barang sebesar Rp. 909.973.237,- (Sembilan ratus Sembilan juta Sembilan 

ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau sebesar 

89.54 %. 

 

Tabel 37 Pagu dan Realisasi Belanja Barang Dipa (01) BUA TAHUN 2020 

NO KODE JENIS BELANJA/MAK PAGU DIPA REALISASI SISA ANGGARAN 

AKUN TOTAL % TOTAL % 

1 2 3 4 9 10 11 12 

 1066.001 LAYANAN DUKUNGAN 
MANAJEMEN PENGADILAN 

          

 52 PENYELENGGARAAN NON 
OPERASIONAL PERKANTORAN 

150.000 1.650.000 50% 1.650.000 50.% 

 A PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN 
SUMPAH JABATAN      

          

 521211 Belanja Bahan 3.300.000 1.650.000 50% 1.650.000  50% 

 B KOORDINASI/KONSULTASI/ 
PENGAWASAN/SOSIALISASI 

          

 521211 Belanja Bahan 10.400.000 10.400.000 100,00% -  0,00% 

 524111 Belanja Perjalanan Biasa 146.000.000 145.836.560 99,89% 163.440 0,11% 

 524113 Belanja Perjalanan Dinas dalam 
Kota 

           
1.650.000  

1.650.000 100,00% -  0,00% 

 C KONSULTASI           

 524111 Belanja Perjalanan Biasa 146.000.000 145.836.560 99,89% 163.440  0,11% 

 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 187.240.000 185.445.034 99,04% 1.794.966  0,06% 

 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan 
Barang Konsumsi 

53.733.000 53.400.000 99,38% 333.000  0,62% 

 B LANGGANAN DAYA DAN JASA           

 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 187.240.000 185.445.034 99,04% 1.794.966  0,06% 

 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas  4.800.000 3.087.000 64,31% 1.713.000  35.69% 

 522111 Belanja Langganan Listrik 30.772.000 30.771.087 100,00% 913  0% 

 522112 Belanja Langganan Telepon 1.125.000 1.124.476 99.95% 524  0.05% 

 C PEMELIHARAAN KANTOR           

 523111 Belanja Pemeliharaan Gedung 
dan Bangunan  

204.000.000 202.546.237 99,29% 1.453.763  0,71% 

 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin 

142.300.000 137.581.706 96,68% 4.718.294  0,32% 

 D PEMBAYARAN TERKAIT 
PELAKSANAAN OPERASIONAL 
KANTOR 

          

 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 49.800.000 49.800.000 100,00% -  0,00% 
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 521119 Belanja Barang Operasional 
Lainnya  

11.100.000 10.770.000 97,03% 330.000  2,97% 

c. Belanja Modal 

Total Pagu Anggaran untuk Belanja Modal Pengadilan Negeri Tubei Tahun 

2020 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan diakhir tahun 

2020 realisasi anggaran untuk belanja modal sebesar Rp. 349.925.000,- (Tiga 

ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) 

atau sebesar 100 % (sisa anggaran Rp.0,-) 

 

Tabel 38 Pagu dan Realisasi Belanja Modal Dipa (01) BUA TAHUN 2020 

NO KODE JENIS BELANJA/MAK PAGU DIPA REALISASI SISA ANGGARAN 

AKUN TOTAL % TOTAL % 

1 2 3 4 9 10 11 12 

  1071.951' LAYANAN SARANA DAN 
PRASARANA INTERNAL 

          

  52 PENGADAAN PERANGKAT 
PENGOLAH DAN KOMUNIKASI 

25.000.000 25.000.000 100,00% 0 0% 

  A ALAT PENGOLAH DATA DAN 
PENDUKUNG KEPANITERAAN   

          

 
  

532111 Belanja Modal Peralatan dan 
Mesin 

25.000.000 25.000.000 100,00% 0 0% 

 

2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum 

Anggaran Dipa 03 sebesar Rp. 41.800. 000,-( Empat puluh satu juta delapan ratus 

ribu rupiah), yang meliputi : 

 Layanan Pos Bantuan Hukum : Rp.24.000.000,- ( Dua puluh empat juta rupiah) 

 Perkara yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah hukum Bengkulu     : 

Rp.41.005.000,- (Empat puluh satu juta lima ribu rupiah) 

 Perkara Peradilan yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara di 

wilayah Bengkulu : Rp.1.500.000,- ( Satu juta lima ratus ribu rupiah) 

 
Tabel 39 Realisasi Anggaran Belanja DIPA (03) Badan Urusan Administrasi Tahun 2020 

No Jenis Belanja Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) % 
Realisasi 
Anggaran 

Sisa 
Anggaran 

1. Layanan Pos Bantuan 
Hukum 

24.000.000 24.000.000 100 0 
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2 Perkara yang diselesaikan 
di tingkat pertama di 
wilayah hukum Bengkulu 

17.800.000 16.730.500 94.00 1.069.500 

 TOTAL 41.800.000 40.730.500 97.44 1.069.500 

Berikut tabel Pagu dan realisasi belanja Dipa (03) Badan Peradilan Umum :  

Tabel 40 Pagu dan Realisasi DIPA (03) BadanPeradilan Umum 

NO KODE JENIS BELANJA/MAK PAGU DIPA REALISASI SISA DANA S.D. 
BULAN INI 

AKUN TOTAL % TOTAL % 

1 2 3 4 5 6  7  8 

  1049.003 POS PELAYANAN HUKUM           

1 52 PELAKSANAAN POS PELAYANAN 
HUKUM 

24.000.000 24.000.000 100,00% 0 0,00% 

  521211 Belanja Bahan 24.000.000 24.000.000 100,00%                       0,00% 

  1049.005' PERKARA PIDANA YANG 
DISELESAIKAN DI TINGKAT 
PERTAMA 

          

2 52 PENDAFTARAN BERKAS 
PERKARA 

17.800.000 
 

16.730.500 94,00% 1.069.500 6% 

  521211 Belanja Bahan 1.000.000 
 

1.000.000 
 

100,00%                0,00% 

  521811 Belanja Barang Untuk Persediaan 
Barang Konsumsi 

5.000.000 5.000.000 100,00%  0,00% 

3 52 PEMERIKSAAN DI SIDANG 
PENGADILAN 

5.700.000 5.450.000 96,00% 250.000 6% 

 521211 Belanja Bahan 3.950.000 3.900.000 99,00% 50.000 1% 

  521211 Belanja Perjanan Biasa 1.750.000 1.550.000 88,58% 200.000 11,42% 

4 52 MINUTASI       3.250.000 2.679.000 82,43%    571.000 17,58% 

  521211 Belanja Bahan 3.250.000 2.679.000 82,43%    571.000 17,58% 

5 52 PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN 
KEPADA JPU DAN TERDAKWA     

100.000 99.000 99,00% 1.000            1% 

  524113 Belanja Pengiriman Surat Dinas 
Pos Pusat 

100.000 99.000 99,00% 1.000            1% 

6 52 PENGIRIMAN SURAT 
PENAHANAN DAN 
PERPANJANGAN PENAHANAN      

1.710.000 1.650.000 96,50% 60.000 3,5% 

  524113 Belanja Pengiriman Surat Dinas 
Pos Pusat 

1.710.000 1.650.000 96,50% 60.000 3,5% 

7 52 PENANGANAN PERKARA 
BANDING DI PENGADILAN 
TINGKAT PERTAMA     

700.000 616.000 88,00% 84.000 12,00% 

  521114 Belanja pengiriman surat dinas 
pos pusat  

300.000 266.000 88,70% 34.000            11.3% 

  524113 Belanja Perjalanan Dinas dalam 
Kota 

400.000 350.000 87,5% 50.000                     12,5% 

8 52 PENANGANAN PERKARA KASASI 
DAN PENINJAUAN KEMBALI DI  

    340.000 236.500 69,56% 103.500 30,41% 

    PENGADILAN TINGKAT 
PERTAMA 

          

  521114 Belanja pengiriman surat dinas 140.000 36.500 26,07% 103.500            73,93% 
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pos pusat  

  524113 Belanja Perjalanan Dinas dalam 
Kota 

200.000 200.000 100,00%  0,00% 

JUMLAH 41.800.000 40.730.500 97,44%, 1.069.500 2,56% 

BAB IV 
PENUTUP 
 

 

A. SIMPULAN  
 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) dari Pengadilan Negeri Tubei merupakan 

suatu perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas dari lembaga Pengadilan Negeri Tubei, 

kerena pada (LKjlP) digambarkan capaian kinerja (Performance Result) Kantor Pengadilan 

Negeri Tubei selama tahun 2020.  

 

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat 

tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena 

masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan 

untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat 

dicapai oleh lebih dari satu program.  

 
Apabila dilihat dari permasalahan penyusunan (LKjlP) maka dibandingkan antara 

matrik pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dengan tabel 

keuangan terlihat kurang sinerginya perencanaan dan penganggaran dengan penjabaran 

kegiatan program yang tertuang dalam rencana strategis, sehingga terdapat kesulitan dalam 

pemetaan program dan kegiatan dengan pengalokasian keuangan. 

 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tubei Kelas II Tahun 

2020 ini merupakan gambaran pencapaian kinerja dan dapat dipertanggung jawabkan 

sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Laporan 

Akuntabilitas ini juga sebagai wujud transparansi laporan pelaksanaan kegiatan yang 

dilaksanakan berdasarkan rencana strategis Pengadilan Negeri Tubei Kelas II. 

 
Secara umum tujuan sasaran program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Negeri 

Tubei Tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh 
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tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna memenuhi tuntutan pelayanan masyarakat 

yang semakin tinggi. 

 

1. Keberhasilan.  

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan 

adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. 

Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari berjalannya sistem kerja yang 

berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. 

Pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Tubei Kelas II pada tahun 2020 telah 

memenuhi target dalam uraian sebagai berikut :  

 Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) baik teknis maupun administrasi 

telah berhasil dengan baik.  

 Proses penyelesaian sisa perkara tahun 2017 dan proses penyelesaian perkara pada 

tahun 2020 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik.  

 Penyampaian berkas perkara yang dinyatakan lengkap dan didistribusikan ke Majelis 

Hakim sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan 

dengan memeperhatikan pola Bindalmin (Buku II).  

 Penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi 

(tupoksi) Pengadilan Negeri Tubei tahun 2020 ini telah mulai terealisasi.  

 Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan meningkat, 

dibuktikan dari hasil Index Kepuasan Masyarakat yang semakin meningkat. (78%). 

2. Ketidakberhasilan. 

Ketidakberhasilan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan terdapat 

dalam 3 (tiga) indikator sasaran kinerja yakni :  

 Dalam sasaran  peningkatan aksestabilitas masyarakat terhadap peradilan dengan 

indikator kerja persentase prodeo yang diselesaikan hanya 0 % karena tidak ada 

perkara prodeo yang masuk ke Pengadilan Negeri Tubei Kelas II. 

 Dalam sasaran penyelesaian perkara melalui mediasi dengan indikator persentase 

perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah 0%, sehingga tidak mencapai target 

yang ditetapkan yaitu 10%. 
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 Dalam sasaran persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat 

layanan bantuan hukum adalah 0%, sehingga tidak mencapai target yang ditetapkan 

yaitu 100%. 

 

 
3. Kendala. 

a. Mutasi atau Promosi staf ke luar Pengadilan Negeri Tubei tidak diimbangi dengan 

mutasi staf ke Pengadilan Negeri Tubei.  

b. Tenaga  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) ,  khususnya  menyangkut  pegawai/staf  

yang berkaitan dengan IT masih kurang,  sehingga untuk  penyelesaian tugas-

tugas berkaitan dengan IT menggunakan tenaga honorer. 

c. Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Tubei khususnya menyangkut 

Belanja Modal seperti Penambahan pengadaan perangkat IT, pengadaan genset 

serta belum adanya anggaran untuk renovasi gedung kantor yang belum 

memenuhi Prototype Pengadilan. 

 
4. Langkah Strategis. 

Pada tahun 2020 Pengadilan Negeri Tubei Kelas II akan menempuh langkah 

strategis untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Tubei dengan cara sebagai 

berikut :  

a. Meningkatkan realisasi dan capaian kinerja untuk mencapai target jangka 

menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis 2015 – 2020.  

b. Meningkatkan inovasi untuk menunjang pelayanan Prima di Pengadilan Negeri 

Tubei.  

c. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Tubei dengan 

mengusulkan pegawai untuk mengikuti Diklat yang menunjang kinerja pegawai 

untuk menunjang tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) peradilan. 

d. Meningkatkan anggaran sarana dan prasarana untuk menunjang peningkatan 

pelayanan peradilan.  

 
 

B. REKOMENDASI 
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Dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan, tentunya terdapat juga pembelajaran yang 

berharga bagi pelaksananya. Hal tersebut juga menjadi bagian yang diharapkan oleh semua 

pihak agar di tahun-tahun berikutnya terus tercipta perbaikan-perbaikan dalam rangka 

pencapaian misi dan visi Pengadilan Negeri Tubei Kelas II. Berikut ini beberapa saran 

diungkapkan dengan harapan agar pencapaian kinerja dapat lebih baik dimasa yang akan 

datang : 

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument kontrol yang objektif dan transparan 

dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Pengadilan Negeri Tubei 

sesuai dengan core bussines (ciri khas) dari tugas fungsinya dan keterampilan Sumber 

Daya Manusianya untuk peningkatan penyelesaian perkara.  

2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai akhir dari SAKIP dapat 

dioptimalisasi pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai alat 

evaluasi kinerja bagi masing-masing instansi. 

3. Dalam menetapkan target pada rencana kinerja tahunan harus membandingkan dari 

data dua tahun sebelumnya sehingga target yang ditetapkan tidak terlalu rendah karena 

berdasarkan analisis pengukuran kinerja masih ada capaian kinerja yang melebihi 100%.  

4. Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses pemanfaatan Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKjIP), merupakan instrument objektif yang tidak berpihak.  

5. Kelayakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai instrument punish and 

reward merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrument 

lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LKjIP) yang 

harus optimal.  

6. Keterbukaan di dalam memberikan data untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP).  

7. Lebih mengoptimalkan penerapan SAKIP pada Mahkamah Agung mulai dari penyusunan 

Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Penganggaran, Perjanjian Kinerja, LKjIP, antara lain :  

a. Dalam perumusan berbagai dokumen perencanaan, seperti rencana Kinerja Tahunan, 

penganggaran, Perjanjian Kinerja dan lain-lain, memanfaatkan Renstra sebagai acuan.  

b. Mempersiapkan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang handal 

termasuk penetapan indikator kinerja dan outcome, sehingga Pengadilan Negeri 
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Tubei Kelas II dapat memperlihatkan manfaat program dan kegiatan bagi 

masyarakat.  

8. Pemanfaatan anggaran untuk tahun mendatang, mengacu kepada pencapaian sasaran 

yang telah ditetapkan dalam perencanaan Strategis Tahun 2015 - 2020. 

9. Capaian sasaran dalam LKjIP Tahun 2020 ini sebagai masukan dalam proses 

pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Tubei di masa 

mendatang. 

10. Dalam tahun mendatang akan dipersiapkan pengumpulan dan pengukuran data kinerja 

sehingga indikator keberhasilan yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi nyata 

yang diharapkan masyarakat.  

11. Agar implementasi SAKIP benar-benar efektif perlu segera direalisasikan sinergitas 

antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga kinerja 

yang dibiayai oleh DIPA benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel. 
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LAMPIRAN 1  

STRUKTUR ORGANISASI 
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STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI TUBEI 

 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LAMPIRAN 2 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 
 
 
 



 

 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI TUBEI 

 
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR 

KINERJA 
PENJELASAN PENANGGUNG 

JAWAB 
SUMBER 

DATA 

1 Terwujudnya 
Proses Peradilan 
yang Pasti, 
Transparan dan 
Akuntabel 

Persentase sisa 
perkara Perdata 
yang 
diselesaikan 

                                             

                                                   
                

 
Catatan : 
Sisa perkara : sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada 
tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya 
yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah sisa perkara perdata 
yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA Nomor 2 tahun 2014 tentang 
penyelesaian perkara dipengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 
(empat) lingkungan peradilan. 

 

Panitera  Laporan 
Bulanan dan 

Laporan 
Tahunan 

Persentase sisa 
perkara Pidana 
yang 
diselesaikan  

                                       

                                                  
        

 
Catatan :  
Sisa perkara : sisa perkara Pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada 
tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya 
yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah sisa perkara pidana 
yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA Nomor 2 tahun 2014 tentang 
penyelesaian perkara dipengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 
(empat) lingkungan peradilan 

 

Panitera  Laporan 
Bulanan dan 

Laporan 
Tahunan 

Persentase 
perkara Perdata 
yang 
diselesaikan 
tepat waktu 

                                                    

                                              
        

 
Catatan : 
Input adalah jumlah Perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output 
adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. 
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara 
di Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan 
peradilan 

Panitera  Laporan 
Bulanan dan 

Laporan 
Tahunan 



 

 

Persentase 
perkara Pidana 
yang 
diselesaikan 
tepat waktu 

                                                   

                                             
         

 

 
Catatan : 

Input adalah jumlah Perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. 
Output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada 
bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 
tentang penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan tingkat 
banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan 

Panitera  Laporan 
Bulanan dan 

Laporan 
Tahunan 

Persentase 
Perkara yang 
Tidak 
Mengajukan 
Upaya Hukum 
Banding  

 

                                                                

                      
         

 
  
Catatan :  
Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan 
upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam 
jangka waktu triwulan. Output adalah jumlah perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulan. Data pada 
indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan. 
 

Panitera  Laporan 
Bulanan dan 

Laporan 
Tahunan 

Persentase 
Perkara Yang 
Tidak 
Mengajukan 
Upaya Hukum 
Kasasi 

 

                                                               

                      
         

 
Catatan :  
Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan 
upaya hukum kasasi. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka 
waktu triwulan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan 
upaya hukum kasasi dalam jangka waktu triwulan. Data pada indikator ini 
diinput dalam jangka waktu triwulan. 

Panitera  Laporan 
Bulanan dan 

Laporan 
Tahunan 

Persentase 
Perkara Yang 
Tidak 
Mengajukan 
Upaya Hukum 
Peninjauan 

 

                                                                           

                                 
         

 
Catatan :  
Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan 

Panitera  Laporan 
Bulanan dan 

Laporan 
Tahunan 



 

 

Kembali upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus 
dalam jangka waktu triwulan. Output adalah jumlah perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dalam jangka waktu 
triwulan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan. 

Persentase 
Perkara Pidana 
Anak yang 
diselesaikan 
dengan Diversi 

 

                                                           

                          
         

Panitera  Laporan 
Bulanan dan 

Laporan 
Tahunan 

Index responden 
pencari keadilan 
yang puas 
terhadap 
layanan 
peradilan 

 
                                                                      

                                 
        

 
Catatan : 
PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 
tentang Pedoman  Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit 
Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB 
Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat 
Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik 
 

Panitera  Laporan 
Bulanan dan 

Laporan 
Tahunan 

2. Peningkatan 
Efektivitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian 
Perkara 

Persentase 
Salinan Putusan 
yang Diterima 
oleh Para Pihak 
Tepat Waktu 

 
                                                                                  

              
       

 
Catatan :  
Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran 
Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA Nomor 
02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. 

Panitera  Laporan 
Bulanan dan 

Laporan 
Tahunan 

Persentase 
Salinan Putusan 
yang Diterima 
oleh Para Pihak 
Tepat Waktu 

 
                                                                                 

              
       

 
Catatan :  
Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran 
Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA Nomor 
02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. 

Panitera  Laporan 
Bulanan dan 

Laporan 
Tahunan 

Persetase 
Perkara yang 
Diselesaikan 
Melalui Mediasi 

 

 
                                                

                                     
        

 

Panitera  Laporan 
Bulanan dan 

Laporan 
Tahunan 



 

 

Catatan : 
Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 
 
 

Persentase 
Berkas Perkara 
yang 
dimohonkan 
Banding, Kasasi 
dan PK yang 
diajukan secara 
lengkap dan 
tepat waktu 

 
 

 
                                                                          

                              

                                     
        

 

Panitera  Laporan 
Bulanan dan 

Laporan 
Tahunan 

Persentase 
Putusan Perkara 
yang menarik 
perhatian 
masyarakat yang 
dapat diakses 
secara online 
dalam waktu 1 
hari setelah 
putus 

 
                                                                            

                                                

                                                
        

Panitera  Laporan 
Bulanan dan 

Laporan 
Tahunan 

3.  Meningkatnya 
Akses Paradilan 
bagi Masyarakat 
Miskin dan 
Terpinggirkan 

Persentase 
Pencari Keadilan 
Golongan 
Tertentu yang 
Mendapat 
Layanan 
Bantuan Hukum 
(Posbakum) 

                                               
                                 

                                         
       

 
Catatan : 

 PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan 
Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 

 Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan 
(marjinal) 

 

Panitera  Laporan 
Bulanan dan 

Laporan 
Tahunan 

4.  Meningkatnya 
Kepatuhan 
Terhadap 
Putusan 
Pengadilan 

Persentase 
Putusan Perkara 
Perdata yang 
Ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

                                                                 
                                                  

                                             

       

 
Catatan : 

Panitera  Laporan 
Bulanan dan 

Laporan 
Tahunan 



 

 

BHT : merupakan persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. 
Input adalah jumlah putusab perkara BHT dan dimohonkan untuk 
dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang 
telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase 
permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja 
pengadilan. 

 

 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

LAMPIRAN 4  

RENCANA KINERJA TAHUN 2020 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2020 
 

Unit Kerja  : Pengadilan Negeri Tubei 
Tahun Anggaran : 2020 

 

NO SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR 
KEGIATAN 

TARGET ANGGARAN 
/Rp 

1. Terwujudnya Proses 
Peradilan yang Pasti, 
Transparan dan 
Akuntabel 

a. Persentase sisa perkara 
yang diselesaikan : 

- Perdata 
- Pidana 

100% Program 
Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 
Umum 

Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 
Umum 

Penyelesaian 
Perkara Pidana 
di Tingkat 
Pertama dan 
Banding yang 
Tepat Waktu 

100% 47.400.000 

b. Persentase perkara : 
- Perdata 
- Pidana 
yang diselesaikan tepat 
waktu 

85% 85% 

c. Persentase penurunan 
sisa perkara : 
- Perdata 
- Pidana 

0.2 % 0,2% 

d. Persentase perkara 
yang Tidak Mengajukan 
Upaya Hukum : 
- Banding 
- Kasasi 
- PK 

 
90% 

90% 

e. Persentase Perkara 
Pidana Anak yang 
Diselesaikan dengan 
Diversi 

25% 25% 



 

 

f. Index responden 
pencari keadilan yang 
puas terhadap layanan 
peradilan. 

80% 80 

2. Peningkatan 
Efektivitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian 
Perkara 
 

a. Persentase Isi Putusan 
Yang Diterima Oleh para 
pihak Tepat Waktu 

100% Program 
Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 
Umum 

Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 
Umum 

Penyelesaian 
Perkara Pidana 
di Tingkat 
Pertama dan 
Banding yang 
Tepat Waktu 

100% 23.400.000 

b. Persentase Perkara 
yang Diselesaikan 
melalui Mediasi 

10% 10% 0 

c. Persentase berkas 
perkara yang diajukan 
Banding, Kasasi dan PK 
secara lengkap dan 
tepat waktu 

100 % 100% 340.000 

d. Persentase putusan 
perkara yang menarik 
perhatian masyarakat 
yang dapat diakses 
secara online dalam 
waktu 1 hari setelah 
diputus  

100% 100 % 0 

3. Meningkatnya Akses 
Peradilan bagi 
Masyarakat Miskin 

a. Persentase perkara 
prodeo yang 
diselesaikan. 

0% Program 
Peningkatan 
Manajemen 

Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 

Penyelesaian 
Perkara Melalui 
Pembebasan 

0% 0 



 

 

dan Terpinggirkan b. Persentase Perkara 
yang diselesaikan di 
luar Gedung Pengadilan 

0% Peradilan 
Umum 

Umum Biaya Perkara 0% 0 

c. Persentase Pencari 
Keadilan Golongan 
Tertentu yang 
Mendapat Layanan 
bantuan Hukum 
(Posbakum). 
 

100% Pos Bantuan 
Hukum 

100% 24.000.000 

4. Meningkatnya 
kepatuhan 
terhadap putusan 
pengadilan. 

Persentase Putusan 
Perkara Perdata yang 
Ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

0 Program 
Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 
Umum 

Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 
Umum 

Penyelesaian 
Perkara Melalui 
Pembebasan 
Biaya Perkara 

0 0 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAMPIRAN 5  

REVISI PERJANJIAN KINERJA  

TAHUN 2020 
 

 
 



 

 

 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 

 

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI TUBEI 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

1. Terwujudnya Proses Peradilan 

yang Pasti, Transparan dan 

Akuntabel 

a. Persentase sisa perkara yang 

diselesaikan : 

- Perdata 

- Pidana 

100% 

b. Persentase perkara : 

- Perdata 

- Pidana 

Yang diselesaikan tepat waktu 

85% 

c. Persentase penurunan sisa perkara : 

- Perdata 

- Pidana 

0,2% 

d. Persentase perkara yang Tidak 

Mengajukan Upaya Hukum : 

- Banding 

- Kasasi 

- PK 

90% 

25 9

% 

e. Persentase Perkara Pidana Anak yang 

Diselesaikan dengan Diversi 

25% 

f. Index responden pencari keadilan 

yang puas terhadap layanan peradilan 

 

78  

2. Peningkatan Efektivitas 

Pengelolaan Penyelesaian Perkara 

 

a. Persentase Isi Putusan Yang 

Diterima Oleh para pihak Tepat 

Waktu 

 

100% 

b. Persentase Perkara yang 

Diselesaikan melalui Mediasi 

10% 

c. Persentase berkas perkara yang 

diajukan Banding, Kasasi dan PK 

secara lengkap dan tepat waktu 

100% 

d. Persentase putusan perkara yang 

menarik perhatian masyarakat yang 

dapat diakses secara online dalam 

waktu 1 hari setelah diputus  

100% 



 

 

3. Meningkatnya Akses Peradilan 

bagi Masyarakat Miskin dan 

Terpinggirkan 

a. Persentase perkara prodeo yang 

diselesaikan. 

0% 

b. Persentase Perkara yang 

diselesaikan di luar Gedung 

Pengadilan 

0% 

c. Persentase Pencari Keadilan 

Golongan Tertentu yang Mendapat 

Layanan bantuan Hukum 

(Posbakum) 

100% 

4. Meningkatnya kepatuhan 

terhadap putusan pengadilan. 

Persentase Putusan Perkara Perdata 

yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) 

 

50% 

 

KEGIATAN ANGGARAN 

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan 
Administrasi. 

2. Pengadaan Sarana dan Prasaranan di Lingkungan Mahkamah 
Agung. 

3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. 

Rp . 2.987.946.000 
  
Rp.     37.500.000 
 
Rp.     46.176.000 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAMPIRAN 6 

MATRIK  RENCANA STRATEGIS TAHUN 

2020-2024 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024 
PENGADILAN NEGERI TUBEI 

 
Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Tubei yang Agung  
Misi : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tubei 

  2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; 
  3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Tubei; 
  4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Tubei; 

 

 
No 

Tujuan Target 
Jangka 

Menengah 

Sasaran Target Strategis 

Uraian Indikator kinerja Uraian Indikator kinerja 2015 2016 2017 2020 2020 Program Kegiatan 
Indikator 
Kegiatan 

Target Anggaran 

 
1 

 
Terwujudnya 

Proses 
Peradilan 

yang Pasti. 
Transparan 

dan 
Akuntabel 

 
Persentase sisa 
perkara yang 
diselesaikan : 
- Perdata 
- Pidana 

 
100 %  

 
Terwujudnya 

Proses 
Peradilan 

yang Pasti. 
Transparan 

dan 
Akuntabel 

 
a. Persentase 

sisa perkara 
yang 
diselesaikan : 

- Perdata 
- Pidana 

 
100 % 

 
100 %  

 
100 % 

 
100 % 

 
100 % 

 
Program 

penyelesaian 
perkara  

 

 
Peningkatan 
Penyelesaian 

Perkara  
 

 
Jumlah sisa 
perkara yang 
diselesaikan  

 

 
130 

perkara 

 
66.505.000 

Persentase Perkara: 
- Perdata 
- Pidana 

yang diselesaikan 
tepat waktu 

85% b. Persentase 
Perkara: 
- Perdata 
- Pidana 
yang 
diselesaikan 
tepat waktu 

85 % 85 % 85 % 85 % 85 % Jumlah sisa 
perkara yang 

diselesaikan tepat 
waktu 

 

Persentase 
penurunan sisa 
perkara: 

- Perdata 
- Pidana 

0,2 % c. Persentase 
penurunan 
sisa perkara: 
- Perdata 
- Pidana 

0.1 % 0.1 % 0.2 % 0.2 % 0.2 % Jumlah sisa 
perkara  

Persentase perkara 
yang tidak 
mengajukan upaya 
hukum: 

- Banding 
- Kasasi 
- PK 

90%  d. Persentase 
perkara yang 
tidak 
mengajukan 
upaya 
hukum: 
- Banding 
- Kasasi 
- PK 

90 % 90 %  90 % 90 % 90 % Program  
Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 

Umum 

Terselengara 
nya 

penyelesaian 
perkara yang 
sederhana  
tranparan 

dan 
akuntabel di 
lingkungan 
peradilan 

umum 

Jumlah perkara,  
yang diselesaikan 
dan tidak 
mengajukan 
upaya hukum 

Persentase perkara 
pidana yang 
diselesaikan dengan 
Diversi 

25 % e. Persentase 
perkara 
pidana yang 
diselesaikan 

25 % 25 % 25 % 25 % 30 % Program  
Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 

Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 

Umum 

Jumlah Perkara 
anak yang 

diselesaikan 
dengan diversi  



 

 

dengan 
Diversi 

Umum  

Indeks responden 
pencari keadilan 
yang puas terhadap 
layanan peradilan: 

80 % f. Indeks 
responden 
pencari 
keadilan 
yang puas 
terhadap 
layanan 
peradilan: 
 

70 % 77 % 77 %  78 % 80 % Indeks Survei 
Kepuasan 

Masyarakat 

2  
Terwujudnya 
Penyederhan
aan proses 
penangan 
perkara 
melalui 

pemanfaatan 
Teknologi 
Informasi 

 

 
Persentase perkara 
yang diselesaikan 
tepat waktu  

 

 
100 %  

 
Peningkatan 
Efektivitas 

Pengelolaan 
Penyelesaian 

Perkara 

 
a. Persentase 

isi putusan 
yang diterima 
oleh para 
pihak tepat 
waktu 

 
100 %  

 
100 % 

 
100 %  

 
100 % 

 
100 % 

 
Program  

Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 

Umum 

 
Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 

Umum 

 
Jumlah putusan 

perkara yang 
disampaikan 
secara tepat 

waktu  
 

 
130 perkara 

 
41.005.000 

Persentase perkara 
yang diselesaikan 
melalui mediasi 

15 % 
i. 1

0
 
% 

b. Persentase 
perkara yang 
diselesaikan 
melalui 
mediasi 

10 % 10 % 10 % 10 % 10 % Jumlah Perkara 
anak yang 

diselesaikan 
dengan mediasi 

2 
 perkara 

0 

Persentase berkas 
perkara yang 
diajukan banding, 
kasasi dan PK 
secara lengkap dan 
tepat waktu 

100 % c. Persentase 
berkas 
perkara yang 
diajukan 
banding, 
kasasi dan 
PK secara 
lengkap dan 
tepat waktu 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Jumlah putusan 
perkara yang 

diajukan banding, 
kasasi dan PK 

yang disampaikan 
secara lengkap 
dan tepat waktu  

 

5 perkara 860.000 

Persentase putusan 
perkara yang 
menarik perhatian 
masyarakat yang 
dapat diakses 
secara online dalam 
waktu 1 hari setelah 
diputus 

100 % d. Persentase 
putusan 
perkara yang 
menarik 
perhatian 
masyarakat 
yang dapat 
diakses 
secara online 
dalam waktu 
1 hari setelah 
diputus 

 
 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Jumlah perkara 
yang menarik 

perhatian 
masyarakat yang 

dapat diakses 
secara online 
pada  dalam 
waktu 1 hari 

setelah diputus 

1  
perkara 

0 



 

 

 
 

3 Terwujudnya 
Pelayanan 
Peradilan 

bagi 
Masyarakat  
Miskin dan 

Terpinggirkan 
 

Persentase perkara 
yang diselesaikan 
melalui pembebasan 
biaya 
perkara/prodeo 

0 %  Peningkatan 
Akses 

Peradilan 
bagi 

Masyarakat 
Miskin dan 

Terpinggirkan 

a. Persentase 
perkara 
prodeo yang 
diselesaikan 

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Program  
Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 

Umum 

Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 

Umum 

Jumlah perkara 
yang diselesaikan 
melalui 
pembebasan 
biaya perkara  

 

0  
perkara 

0 

Persentase perkara 
yang diselesaikan 
diluar gedung 
Pengadilan 

 
0 % 

b. Persentase 
perkara yang 
diselesaikan 
diluar gedung 
Pengadilan 

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Jumlah perkara 
yang diselesaikan 

melalui sidang 
diluar gedung 

pengadilan  
 

0 Perkara 0 

Persentase pencari 
keadilan golongan 
tertentu yang 
mendapat layanan 
bantuan hukum 
(Posbakum) 

 
100 % 

c. Persentase 
pencari 
keadilan 
golongan 
tertentu yang 
mendapat 
layanan 
bantuan 
hukum 
(Posbakum) 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Jumlah Layanan 
Pos bantuan 

hukum  
 

240 jam 
layanan 

24.000.000 

4 Peningkatnya 
Kepatuhan 
Terhadap 
Putusan 

Pengadilan 

Persentase putusan 
perkara perdata 
yang ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

50 % Peningkatnya 
Kepatuhan 
Terhadap 
Putusan 

Pengadilan 

Persentase 
putusan perkara 
perdata yang 
ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

50 % 50 % 50 % 50 % 50 % Program  
Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 

Umum 

Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 

Umum 

Jumlah 
penyelesaian 
perkara yang 
sederhana 

tranparan dan 
akuntabel  

1 
perkara 

10.000 



 

 

 
 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LAMPIRAN 7  

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020



 

 

 
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020 

 

No. Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian 
( % ) 

1. Terwujudnya 
Proses Peradilan 
yang Pasti. 
Transparan dan 
Akuntabel 

a. Persentase sisa perkara 
yang diselesaikan : 
- Perdata 
- Pidana 

100 % 100% 100% 

b. Persentase Perkara: 
- Perdata 
- Pidana 
yang diselesaikan tepat 
waktu 

85 % 85,81 % 99,05 % 

c. Persentase penurunan 
sisa perkara: 
- Perdata 
- Pidana 

0.2 % 25 % 12,50% 

d. Persentase perkara 
yang tidak mengajukan 
upaya hukum: 
- Banding 
- Kasasi 
- PK 

 
90 % 

 
97,12 % 

 
107,91% 

e. Persentase perkara 
pidana yang 
diselesaikan dengan 
Diversi 

25% 0% 0 % 

f. Indeks responden 
pencari keadilan yang 
puas terhadap layanan 
peradilan 

78 79,89 102,42 % 

2. Peningkatan 
Efektivitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian 
Perkara 

a. Persentase isi putusan 

yang diterima oleh 

para pihak tepat waktu 

100 % 100  101  

b. Persentase perkara 

yang diselesaikan melalui 

mediasi 

10 % 0 % 0% 

c. Persentase berkas 

perkara yang diajukan 

banding, kasasi dan PK 

secara lengkap dan tepat 

waktu  

100 % 100  100  



 

 

d. Persentase putusan 

perkara yang menarik 

perhatian masyarakat 

yang dapat diakses 

secara online dalam 

waktu 1 hari setelah 

diputus  

100 % 0 % 0 % 

3. Meningkatnya 

Akses Peradilan 

bagi Masyarakat 

Miskin dan 

Terpinggirkan 

a. Persentase perkara 

prodeo yang diselesaikan 

0% 0% 100% 

b. Persentase perkara 

yang diselesaikan diluar 

gedung Pengadilan 

0% 0% 100% 

c. Persentase pencari 

keadilan golongan 

tertentu yang mendapat 

layanan bantuan hukum 

(Posbakum) 

100% 0% 0% 

4. Meningkatnya 

kepatuhan 

terhadap putusan 

pengadilan 

Persentase putusan 

perkara perdata yang 

ditindaklanjuti 

(dieksekusi) 

50 % 101,46 % 203,2 % 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAMPIRAN 8 

SK TIM PENYUSUNAN LKjIP 



 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

                            
 
 
 
 

LAMPIRAN 9 

SK TIM PENYUSUNAN SAKIP 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


